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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib untuk memberikan

pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

selama satu tahun masa percobaan. Tujuan dan pendidikan dan pelatihan ini

adalah untuk membangun integhtas moral, kejujuran, semangat dan motivasi

nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung

jawab serta memperkuat profesionalisnne serta kompetensi bidang.

Melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tersebut diharapkan Peserta

Pelatihan Dasar Calon PNS mampu memahami konsepsi pembelajaran aktualisasi

dan habituasi, memahami tahapan pembelajaran aktualisasi, dan melaksanakan

tahapan pembelajaran aktualisasi yang terdiri dari menyusun rancangan aktualisasi,

mempresentasikan rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, menyusun

laporan aktualisasi dan mempresentasikan laporan aktualisasi. Penyusunan

aktualisasi ini merupakan salah satu syarat kelulusan peserta pada kegiatan

pendidikan dan pelatihan calon PNS dengan persentase bobot penilaian sebesar

50% (persen).

Berdasarkan latar belakang tersebut diharapkan Peserta Pelatihan Dasar

CPNS mampu memahami pembelajaran secara keseluruhan dengan

mengaktualisasikan nilai-ntlai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya

sesuai dengan peran PNS dalam NKRI. Adapun Peserta Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil juga harus melakukan rancangan dan laporan aktualisasi

dengan melakukan identifikasi isu di Unit Kerja masing-masing sehingga

diharapkan Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil mampu

memberikan inovasi dan solusi atas permasalahan di Unit Kerja serta memberikan

solusi atau rekomendasi penyelesaian.



A. Dasar Hukum

Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana dan pengawas

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Untuk dapat menjalankan perannya

dengan baik, datam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan

publik dan perekat serta pemersatu bangsa.

Dasar hukum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi CPNS diatur

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan

Dasar Galon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana perubahan atas Peraturan LAN

Nomor 12 Tahun 2018. Implementasi pelaksanaan Pelatihan Dasar diatur dalam

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Galon PNS Golongan III dan Nomor

22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

Golongan I dan II.

Adapun dalam keglatan pendidikan dan pelatihan terbagi menjadi 4 agenda

yaitu agenda I, 11 dan III yang membahas tentang konsepsi aktualisasi serta agenda

ke-IV (terakhir) membahas tentang agenda habituasi dan aktualisasi. Setelah

peserta mendapatkan materi tentang konsep aktualisasi, peserta akan dibimbing

untuk menyusun rancangan aktualisasi sesuai dengan substansi mata pelatihan

agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dan nilai-nilai dasar PNS ke dalam

rancangan aktualisasi.

B. Tujuan

Tujuan diadakannya Pelatihan Dasar Galon Pegawai Negeri Sipil adalah

untuk membentuk PNS yang profesional yang memiliki karakter sebagai PNS

sebagaimana fungsi dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 yaitu sebagai Pelaksana

Kebijakan Publik, Pelayan Publik, dan Perekat dan Pemersatu Bangsa. Adapun

karakter yang harus dimiliki seorang PNS dilakukan dengan pembinaan periiaku

bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan penguatan kompetensi bidang tugas.
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Tujuan bagi Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS dalam pelaksanaan

aktualisasi adalah untuk memahami konsep dan tahapan pembelajaran aktualisasi

dengan menyusun rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi berdasarkan

analisis nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI.

Adapun tujuan dari aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Prosedur

Pengerjaan Naskah Warta Pariementaria di Unit Kerja Sub Bagian Program dan

Produksi Televisi Sekretariat Jenderal DPR Rl adalah untuk menciptakan

keseragaman dalam pengerjaan naskah serta dalam rangka meningkatkan

komitmen mutu melalui inovasi dan solusi atas permasalahan-permasalahan yang

ada dalam pengerjaan naskah Warta Pariementaria.

C. Manfaat

Manfaat pelaksanaan aktualisasi pada Pelatihan Dasar Calon PNS adalah

agar Peserta dapat menerjemahkan teori-teori pembelajaran dalam praktek,

mengubah konsep menjadi konstruk dan menjadikan gagasan sebagai kegiatan.

Dalam hal ini Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS harus dapat mengaktualisasikan

substansi mata pelatihan kedalam suatu rancangan dan laporan aktualisasi

berdasarkan identifikasi dan penetapan isu yang menjadi fokus dan lokus tertentu di

unit kerja.



BAB II

PROFIL ORGANISASi DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Unit Kerja

Sekretariat Jenderal DPR Rl merupakan unsur penunjang DPR yang

berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Sesuai dengan Peraturan

Presiden Rl Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian DPR Rl menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

DPR Rl adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPR Rl. Adapun tugas

Setjen DPR Rl adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas

DPR Rl di bidang administrasi dan persidangan.

Visi Sekretariat Jenderal DPR Rl adalah ten/vujudnya Sekretariat Jenderal

DPR Rl yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung

fungsi DPR Rl. Sedangkan misi Sekretariat Jenderal DPR Rl yaitu, pertama,

meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal,

transparan dan akuntabel. Kedua, memperkuat peran keahlian yang profesional,

andal, transparan dan akuntabel.

Unit kerja Sub Bagian Program dan Produksi Televisi dibawahi oleh Bagian

Televisi dan Radio Pariemen yang berada dibawah Biro Pemberitaan Pariemen.

Biro Pemberitaan Pariemen yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan

pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio,

serta pengelolaan urusan penerbitan. Televisi dan Radio Pariemen (TVR) adalah

unit produksi televisi dan radio siaran terbatas di bawah Biro Pemberitaan Pariemen

Sekretariat Jenderal DPR Rl. Berdasarkan Pasal 160 Peraturan Sekretaris Jenderal

DPR Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal, Sub Bagian Program dan Produksi Televisi mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan berita, program, dan produksi televisi.

Secara bertahap TVR Pariemen melakukan kegiatan operasional berupa

siaran langsung rapat paripuma, kegiatan rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan

dewan lainnya serta memproduksi program acara dialog atau talkshow. Adapun



tugas dan fungsi TVR Pariemen pertama, menyebarluaskan informasi yang

berkaitan dengan pemikiran, kebijakan dan keputusan-keputusan pariemen kepada

selumh rakyat Indonesia dan dunia luar. Kedua, menampung dan

menginformasikan aspirasi, tanggapan dan harapan masyarakat kepada pariemen.

Ketiga, meningkatkan pemahaman dan praktek demokrasi yang sehat dan

bermanfaat bagi kehidupan bangsa, negara dan masyarakat serta mencerdaskan

kehidupan bangsa, terutama dalam pendidikan politik masyarakat.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR Rl. Bagian Televisi dan

Radio Pariemen yang dipimpin oleh Irfan, S.Sos berada dibawah koordinasi Biro

Pemberitaan Pariemen. Bagian Televisi dan Radio Pariemen membawahi 3 Sub

Bagian yang terdiri dari Sub Bagian Program dan Produksi Televisi yang dipimpin

oleii Bayu Setiadi, S.IP. Sub Bagian Teknik Televisi yang dipimpin oleh Saeful

Anwar, S.IP., M.E, dan Sub Bagian Radio yang dipimpin oleh M. Ibnurkhalid, S.Pd.

Sebagaimana struktur organisasi berikut ini;

Gambar 2.1 Bagan Biro Pemberitaan Pariemen



Dapat dijelaskan secara singkat, berikut ini adalah alur koordinasi Bagian

Televisi dan Radio Parlemen dari tingkat teratas yaitu Sekretariat Jenderal DPR Rl

yang membawahi Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan

Keahlian dan Inspektorat Utama. Kemudian, Deputi Bidang Persidangan

membawahi beberapa Biro yaitu Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro

Kesekretariatan Pimpinan, Biro Kerjasama Antara Parlemen dan Organisasi

Internasional, Biro Pemberltaan Parlemen, serta Biro Protokol dan Hubungan

Masyarakat. Selanjutnya, Biro Pemberitaan Parlemen membawahi Bagian Media

Cetak dan Media Sosial, Bagian Televisi dan Radio Parlemen, dan Bagian

Penerbitan. Berikut ini adalah bagan alur koordinasi Bagian Televisi dan Radio

Parlemen yang dibuat secara singkat.
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PERSIDANGAN
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Gambar 2.2 Bagan Koordinasi Sub Bagian Program dan Produksl Televisi

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, tugas jumalis di antaranya, melakukan

kegiatan penghimpunan, identifikasi data dan informasi, serta mengadministrasikan



dan mendokumentasikan dalam bentuk media cetak / digital. Sementara itu,

berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR Rl dijelaskan bahwa Sub

Bagian Program dan Produksi Televisi mempunyai tugas yaitu melaksanakan

pengelolaan berita, program, dan produksi televisi.

Adapun tugas dan fungsi reporter sebagaimana tertulis dalam Peraturan

Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal DPR Rl adalah untuk melaksanakan peliputan kegiatan

Dewan dan Sekretariat Jenderal sesuai dengan pedoman yang berlaku agar

pelaksanaan tugas berjalan lancar. Uraian tugas reporter antara lain sebagai

berikut:

1. Meliput kegiatan Dewan dan Sekretariat Jenderal untuk bahan

penyusunan press release.

2. Menyusun dan menyampaikan konsep press release kepada atasan.

3. Menyampaian press release kepada media massa untuk dipublikasikan.

4. Mengklarifikasi berita negatif tentang kinerja dewan.

5. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi sebagai bahan

penyusunan artikel.

6. Menyimpan press release dan artikel sebagai bahan dokumentasi.

7. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan.

8. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap

waktu diperlukan.



BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

A,1. Belum Adanya Database berupa Rekapitulasi Penugasan Liputan

Jumalis

Isu pertama yang ada di Sub Bagian Program dan Produksi Televisi adalah

belum adanya database berupa rekapitulasi penugasan liputan untuk setiap

jumalis. Pada kondisi saat ini penugasan liputan bagi jumalis hanya melalui

pemberitahuan whatsapp setiap pagi hari yang dikirimkan oleh koordinator liputan.

Meskipun hal tersebut cukup efektif dalam memberikan informasi penugasan

liputan namun tetap perlu adanya rekapitulasi penugasan liputan. Database

tersebut dibutuhkan mengingat jumlah sumber daya manusia atau jumalis yang

ditugaskan untuk meliput sejumlah 28 pegawai (PNS dan PPPK) sehingga

diperlukan sebuah database yang bertujuan untuk mengetahui jumlah penugasan

yang ditugaskan kepada setiap jumalis.

Kondisi yang diharapkan dengan adanya rekapitulasi database penugasan

liputan ini adalah agar setiap jumalis memiliki keadilan dan kesetaraan beban

penugasan antara satu dengan yang lainnya. Database ini juga dapat memudahkan

koordinator liputan untuk melihat kinerja para jumalis dengan mengetahui output

yang seharusnya dihasilkan setiap jumalis. Apabila isu mengenai belum adanya

database untuk rekapitulasi penugasan liputan jumalis tidak diselesaikan akan

menimbulkan dampak dimana dikhawatirkan penugasan liputan hanya untuk

individu yang sama, tidak adanya keadilan dan kesetaraan penugasan antar jumalis

satu dengan lainnya dan sulitnya mengetahui output kinerja jumalis berdasarkan

tugas peliputan. Dengan adanya database atau rekapitulasi penugasan ini

diharapkan bisa meningkatkan jumlah berita yang seharusnya bisa diproduksi oleh

setiap jumalis dan meningkatkan kinerja setiap jumalis berupa output naskah berita.

Isu tersebut akan berkaitan dengan Manajemen ASN berupa penerapan

nilai-nilai dasar PNS yaitu Akuntabilitas dan Komitmen Mutu. Pertama, Akuntabilitas

adalah suatu kewajiban individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung

jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik.



Kaitan isu dengan nilai akuntabilitas adalah meningkatkan tanggung jawab setiap

Jumalis atas tanggung jawab yang diberikan dengan memberikan output kerja

sesuai dengan penugasan. Dengan adanya rekapitulasi tersebut juga dapat

dilakukan validasi output apakah berita yang dihasilkan sudah sesuai dengan

database. Kedua, penerapan komitmen mutu dalam isu tersebut dengan cara

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja setiap Jurnalis serta memberikan

inovasi baru untuk menghitung mutu kerja Jurnalis sesuai dengan penugasan yang

diberikan.

A.2. Belum optimalnya Implementasi Prosedur Pengerjaan Naskah Warta

Parlementaria

Isu kedua yang ada di Sub Bagian Program dan Produksi Televisi adalah

belum optimalnya Implementasi prosedur pengerjaan naskah Warta

Parlementaria. Pada kondisi saat ini sudah ada prosedur tertulis mengenai

pengerjaan naskah Warta Parlementaria akan tetapi dalam implementasinya masih

belum optimal. Belum optimalnya implementasi tersebut dapat dilihat dari adanya

perbedaan penulisan setiap penanggung jawab dalam pengerjaannya. Selain itu

tidak adanya prosedur menyebabkan keterlambatan pengiriman naskah kepada

bagian Program di TVR Parlemen serta diperiukannya satuan kerja tambahan untuk

pengerjaan naskah Warta Parlementaria sebagai bentuk antisipasi apabila satuan

kerja lainnya tidak dapat mengerjakan pekerjaan tersebut karena adanya pekerjaan

lain seperti dinas luar. Keterlambatan naskah WP juga bisa disebabkan karena

editor atau redaktur terlambat mengirimkan naskah hasii penyuntingan.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut maka diperlukan optimalisasi

prosedur penulisan naskah Warta Parlementaria yang bertujuan untuk

menyeragamkan standar penulisan naskah serta menertibkan prosedur pengiriman

naskah dari tim redaksi kepada tim program. Kondisi yang diharapkan dengan

adanya prosedur baku pengerjaan naskah warta parlementaria bisa meminimalisir

masalah-masalah seperti perbedaan penulisan dan penyeragaman format naskah,

kesalahan penulisan nama anggota, alat kelengkapan dewan, daerah pemilihan

dan nama partai politik, keterlambatan pengiriman naskah dan adanya backup



satuan kerja jika terjadi kendala serta menciptakan kedisiplinan penanggung jawab

dalam pembuatan dan pengiriman naskah Warta Pariementaria.

Adapun dampak yang akan ditimbufkan apabila prosedur baku penulisan

naskah warta pariementaria tidak diimplementasi sesuai dengan prosedur yang

beriaku adalah penulisan naskah yang tidak seragam, ketidaktelitian penanggung

jawab dalam menulis dan mengecek nama anggota, daerah pemillhan, nama partai

politik dan alat kelengkapan dewan. Jika terdapat kesalahan pada hal tersebut

maka tayangan yang sudah naik tayang dan telah diunggah ke Youtube akan

dihapus dan ditunda penayangannya. Dampak lainnya adalah adanya

keteriambatan pengiriman naskah yang akan berdampak pada program siaran

serta rendahnya kedisiplinan penanggung jawab dalam mengerjakan naskah.

Isu yang telah dijelaskan diatas berkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu

akuntabilitas, komitmen mulu, dan etika publik. Kaitan prosedur baku pengerjaan

naskah warta pariementaria dengan penerapan nilai akuntabilitas adalah

penanggung jawab mengerjakan naskah sesuai dengan aturan dan prosedur yang

telah ditetapkan sehingga akan meminimalisir kesalahan-kesalahan dan

meningkatkan kedisiplinan penanggung jawab dalam pengerjaanya. Selanjutnya,

keterkaitan isu tersebut dengan komitmen mutu adalah dengan adanya prosedur

tersebut maka akan meningkatkan inovasi dan mutu dari naskah tersebut. prosedur

tersebut akan menciptakan aturan-aturan baku yang harus diikuti oleh seluruh

penanggung jawab sehingga hasil naskah yang dihasilkan sesuai dengan standar

yang telah ditentukan.

Terkait dengan penerapan nilai etika publik bahwa dengan adanya prosedur

tersebut akan menciptakan hasil naskah yang baik dan mendorong kinerja pegawai

sebagai implementasi salah satu nilai dasar Etika Publik yang tertulis pada UU ASN

pasal 5. Selain itu dengan adanya prosedur yang baku akan mendorong satuan

kerja dalam melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin sehingga akan

meminimalisir segala bentuk kesalahan dan keteriambatan pengiriman naskah.
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A.3. Belum Optimalnya Sarana dan Media untuk Menampung dan

Menginformasikan Aspirasi Masyarakat kepada Parlemen. (Whole of

Government 8t Pelayanan PublikJ

Isu ketiga yang ada di Sub Bagian Program dan Produksi Televisi adalah

belum optimalnya sarana dan media untuk menampung dan

menginformasikan aspirasi, tanggapan dan harapan masyarakat kepada

parlemen. Dalam penerapan tugas dan fungsi TVR Parlemen terdapat satu fungsi

yang implementasinya belum dilaksanakan secara optimal yaitu menampung dan

menginformasikan aspirasi, tanggapan dan harapan masyarakat kepada parlemen.

Hal itu ditunjukkan dengan penayangan atau hasil liputan yang masih banyak berisi

tentang anggota-anggota dewan, baik ketika rapat komisi maupun reses.

Pemberitaan atau penayangan tentang aspirasi, tanggapan dan harapan

masyarakat kepada parlemen masih sangat minim. Adapun kondisi yang

diharapkan dengan terwujudnya fungsi TVR Parlemen yaitu menampung dan

menginformasikan aspirasi masyarakat kepada parlemen adalah agar harapan

masyarakat dapat terkoordinir dengan baik dan disebarluaskan kepada anggota

melalui tayangan TVR Parlemen. Dengan terwujudnya fungsi tersebut maka akan

menunjukkan fungsi TVR Parlemen yang terimplementasikan dengan baik.

Dampak yang bisa ditimbulkan berdasarkan isu tersebut dapat dilihat

berdasarkan indikator kualitas pelayanan publik. Pertsma, Prosedur Pelayanan

yang mana belum ada prosedur yang dibakukan terkait penyampaian aspirasi dan

tanggapan masyarakat. Selain itu belum adanya sarana dan prasarana yang harus

disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik untuk mewadahi

aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian bisa disampaikan kepada Parlemen.

Selanjutnya, belum adanya produk pelayanan yaitu berupa hasil pelayanan yang

akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Dalam hal ini output

dari fungsi TVR yaitu menampung dan menginformasikan aspirasi belum ditetapkan

secara jelas sehingga perlu adanya rancangan atau strategi baru untuk

mengakomodir aspirasi masyarakat serta diperlukan koordinasi di divisi TVR

Parlemen.

Isu tersebut berkaitan dengan konsep Whole of Government dimana perlu

adanya kolaborasi antar lintas sektor dengan Biro Hukum dan Pengaduan
11



Masyarakat, Sub Bagian Pengaduan Masyarakat yang bertujuan untuk menampung

aspirasi masyarakat. Selain itu apabila partisipasi masyarakat dalam memberikan

aspirasi sudah terwujud, akan mencerminkan nilai pelayanan publik yaitu

mengakomodir aspirasi masyarakat kepada Parlemen.

B. Penetapan Isu Prioritas

B.1 Teknik Analisis Isu

Berdasarkan isu-isu yang telah dijelaskan maka langkah selanjutnya adalah

dengan melakukan teknik analisis isu untuk menentukan isu utama yang akan di

analisis lebih dalam. Untuk melakukan analisis isu akan dijelaskan teknik taplsan

isu untuk menentukan isu yang berkualitas sesuai dengan kriteria tapisan isu

tertentu. Mat bantu tapisan yang akan digunakan adalah kriteria APKL (Aktual,

Problematik, Kekhayalakan, Kelayakan). Aktual artinya isu tersebut benar-benar

teijadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekhalayakan artinya

isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya Isu

tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera

solusinya secara komprehensif. Kelayakan artinya Isu tersebut masuk akal,

realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahanya.

Berikut ini akan dijelaskan teknik tapisan isu menggunakan kriteria APKL

dengan rentang penilaian 1-5 dengan indikator sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Indikator Penilaian Aktual

AKTUAL

No Skala Penilaian NIlai Deskripsi Penilaian

1. Sangat Sering
dibicarakan

5 Seialu dibicarakan setiap sesi rapat balk
informal maupun formal

2. Sering dibicarakan 4 Dibicarakan setidaknya 4-5 kail pada sesi rapat
(formal atau informal)

3. Cukup sering
dibicarakan

3 Dibicarakan setidaknya 3-4 kali pada sesi rapat
(formal atau informal)

4. Kurang Sering
dibicarakan

2 Dibicarakan setidaknya 1-2 kali pada sesi rapat
(formal atau informal)

5. Tidak pemah
dibicarakan

1 TIdak pernah dibicarakan pada sesi rapat
(formal atau informal)

Tabel 3.2 Indikator Penilaian Problematik

PROBLEMATIK

No Skala Penilaian Nilai Deskripsi Penilaian

1. Sangat Kuat Pengaruhnya 5 MemilikI lebih dari 5 dampak

2. Kuat Pengaruhnya 4 Memilikl 4-5 dampak

3. Sedang Pengaruhnya 3 MemilikI 3-4 dampak

4. Kurang Pengaruhnya 2 Memlliki 1-2 dampak

5. Sangat Kurang
Pengaruhnya

1 Tidak memilikl dampak
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Tabel 3.3 Indikator Penilaian Kekhalayakan

KEKHALAYAKAN

No Skaia Penilaian Nilai DeskripsI Penilaian

1. Sangat Kuat Pengaruhnya 5 Berpengaruh kepada lebih dari 5 orang

2. Kuat Pengaruhnya 4 Berpengaruh kepada 4-5 orang

3. Sedang Pengaruhnya 3 Berpengamh kepada 2-3 orang

4. Kurang Pengaruhnya 2 Berpenganjh kepada 1 orang

5. Sangat Kurang
Pengaruhnya

1 Tidak berpengaruh kepada orang lain

Tabel 3.4 Indikator Penilaian Kelayakan

KELAYAKAN

No Skaia Penilaian Nilai Deskripsi Penilaian

1. Sangat Kuat Pengaruhnya 5 Dikeriakan setiap hari

2. Kuat Pengaruhnya 4 Dikerjakan 10-15 kali sebulan

3. Sedang Pengaruhnya 3 Dikeijakan 6-10 kali sebulan

4. Kurang Pengaruhnya 2 Dikerjakan 2-5 kali sebulan

5. Sangat Kurang
Pengaruhnya

1 Dikerjakan 1 kali sebulan

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Berdasarkan indikator penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini

total nilai yang didapatkan untuk menentukan isu prioritas berdasarkan hasil tapisan

dengan menggunakan kriteria ARKL.
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Tabel 3.5 Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis APKL

No Isu
Kriteria Jumlah

A P K L
Nllal

1 Belum adanya database berupa rekapitulasi
penugasan liputan untuk setiap jurnalis

4 4 5 3 16

2 Belum Optimalnya Implementasi Prosedur
Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria

3 5 5 5 18

3 Belum Optimalnya Sarana dan Media untuk
Menampung dan Menginformasikan Aspirasi
Masyarakat kepada Parlemen

1 3 5 3 12

Berdasarkan kriteria penilaian tapisan isu menggunakan kriteria APKL

(Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Kelayakan) menunjukkan bahwa isu tentang

belum optimalnya implementasi prosedur pengerjaan naskah Warta

Parlementaria memiliki nilai tertinggi yaitu 18 poin dibandingkan isu lainnya. Dari
hasil tapisan isu tersebut sudah dapat ditentukan core issue dan bisa melakukan

analisis isu secara lebih dalam.

Secara rinci deskripsi rincian isu tentang belum optimalnya Implementasi

prosedur pengerjaan naskah Warta Parlementaria dengan teknik APKL adalah

sebagai berikut;

1. Aktual : Poin 3 - Isu tersebut cukup sering dibicarakan oleh sub

bagian program produksi dan televisi khususnya penanggung jawab Warta

Parlementaria dengan divisi program serta jurnalis lainnya pada saat diskusi

permasalahan di sub bagian. Hal ini disebabkan karena masih terjadinya

masalah tentang pengerjaan naskah. Isu tersebut benar-benar terjadi karena

waktu pengerjaan yang dilakukan setiap hari.

2. Problematik : Poin 5 - Isu tersebut sangat kuat pengaruhnya. Hal itu

disebabkan karena jika terjadi hambatan atau kesalahan, maka akan

menimbulkan lebih dari 5 dampak. Adapun dampak yang terjadi adalah

keterlambatan pengiriman naskah, penulisan naskah yang tidak seragam,

tayangan yang dihapus apabila terdapat kesalahan penulisan nama, dapil,

AKD dan nama partai politik. Atas dampak-dampak tersebut maka perlu
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dicarikan segera solusinya secara komprehensif untuk mengatasi

permasalahan tersebut.

3. Kekhalayakan : Poin 5 - tsu tersebut sangat kuat pengaruhnya. Hal

itu disebabkan karena apabila terjadi masalah atau hambatan dalam

pengerjaan naskah warta pariementaria maka akan berdampak pada divisi

program, presenter, redaksi sebagai penanggung jawab naskah dan editor

pasca produksi. Isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dalam

artian bahwa isu tersebut berkaitan dengan divisi-divisi di sub bagian

program dan produksi televisi.

4. Kelayakan : Poin 5 - Isu tersebut sangat kuat pengaruhnya. Isu tersebut

sangat masuk akal dan sangat bisa diselesaikan karena naskah warta

parlementaria dikerjakan setiap hari dan berkelanjutan sehingga perlu

adanya solusi atas masalah-masalah yang ada.

16



Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya

akan dilakukan analisis secara mendalam isu yang telah memenuhi dan terpilih

berdasarkan kriteria APKL dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir

kritis. Berikut ini akan digunakan teknik Fishbone untuk menganalisis dan

memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait dengan menekankan sebab

akibat.

Befum adanya formal baku

pvnultvan na^h WP

Bekim adanya tahapan
kftgiaUn yang

^«cafa baku Ivntang
pembwaUn naskah

hingfa p0ngiriman

kepada bagtan program

Kurangnya vumb»f daya

atau Mtuan krrja yang
mcnger^akan NVP

Penanggung lawab yang

bvrhalangan

pmugaun {tina» kiar

Man/Skin

penutnan yang Udak

dbosiainatthan

Tidafc adanya pengecekw

final

PartemafMaria

B*lum optwnalnya

protvdur pcngarjaan

naskah

ParlcmciKaria

SuntMindings

Gambar 3.1 Analisis Fish Bone

Belum optimafnya prosedur pengerjaan naskah Warta Parlementaria di Sub

Bagian Program dan Produksi Televisi Parlemen Sekretariat Jenderal DPR Rl

menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Ketidakseragaman format penulisan naskah Warta Parlementaria.

2. Pembatalan tayangan apabila terdapat kesalahan-kesalahan pada

penulisan judul, nama, AKD, daerah pemilihan, dan nama partai politik.

3. Kurangnya satuan kerja yang mengerjakan naskah Warta Pariementaria.

4. Keterlambatan pengiriman naskah dari tim Redaksi kepada tim Program

yang akan mempengaruhi jadwal syuting program.
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C. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan analisa dan pendalaman isu yang dilakukan, penulis

memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan isu yang terjadi di lingkungan

Setjen DPR Rl terutanria unit kerja Sub Bagian Program dan Produksi Televisi

antara lain:

1. Perlu dibuat standar atau format baku untuk pengerjaan naskah Warta

Parlementaria yang bertujuan agar hasil naskah yang dikerjakan setiap

penanggung jawab memiliki keseragaman. Adapun yang periu diperhatikan

terkait penulisan naskah adalah berita terkini atau yang sedang dibicarakan

ditempatkan di segmen pertama, format penulisan nama jurnalis, judul

naskah, urutan tayang, tanggal tayang dan fomiat soundbite (memuat nama

anggota, dapil, komisi dan partai politik) harus sama atau seragam.

2. Perlu adanya pembaharuan tahap-tahap atau prosedur pengerjaan naskah

Warta Parlementaria yang dimulai dari memeriksa urutan WP yang telah

ditentukan redaktur atau editor, membuat naskah WP sesuai dengan naskah

hasil penyuntingan, melakukan finalisasi atau pengecekan nama anggota,

daerah pemilihan, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan partai politik dengan

mengacu berdasarkan website resmi DPR, dan tahap terakhir adalah tenggat

waktu penanggung jawab menglrimkan naskah WP kepada tim program yang

bertujuan untuk menghindari keterlambatan.

3. Melakukan evaluasi satuan kerja yang bertanggung jawab atas pengerjaan

Warta Parlementaria serta jika memungkinkan menambahkan satuan keija

sebagai bentuk antisipasi apabila satuan kerja yang bersangkutan tidak dapat

mengerjakan naskah WP karena ada penugasan luar salah satunya adalah

dinas luar.

18



A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja

fdentifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

Sub Bagian Program dan Produksi Televisi.

1. Belum adanya format penulisan untuk menyeragamkan penulisan naskah Warta

Parlementaria.

2. Belum adanya ketentuan tertulis dan baku dalam pengerjaan dan pengiriman naskah Warta

Parlementaria antar Divisi.

3. Perlunya satuan kerja tambahan dalam pengerjaan naskah Warta Parlementaria.

Optimalisasi Implementasi Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria (SEWARTA).

1. Membuat format penulisan naskah agar terdapat keseragaman penulisan antar penanggung

jawab.

2. Membuat alur pengerjaan naskah Warta Parlementaria dimulai dari pembuatan naskah

hingga naik tayang.

3. Menambahkan satuan kerja yang ditunjuk untuk mengerjakan naskah Warta Parlementaria

dengan persetujuan Kasubag dengan tujuan menggantikan penanggung jawab yang

diberikan penugasan lain.
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No

1.

2.

Kegiatan

Mengusulkan dan
menentukan isu

yang akan
diangkat melaiui
diskusi.

Penyusunan
brmat penulisan
naskah Warta

Parlemen

4.1 Matrik Rancangan Aktualisasi Peiatihan Dasar CPNS

Tahapan Kegiatan

a. Mengikuti diskusi
bersama dengan
rekan kerja CPNS
untuk mengumpulkan
isu-isu.

b. (Mengusulkan isu
yang diangkat.
c. Meiakukan

konsultasi dan

koordlnasi dengan
Kasubag mengenai
isu yang akan
diangkat.
d. Meiakukan

konsultasi dengan
rekan kerja senior
tentang isu yang
akan diangkat.

a. Meiakukan

evaluasi format

naskah Warta

Parlementaria

sebelumnya.

Output I Hasil

- Notulensi hasil

rapat.
- Saran dan

masukan tentang isu
yang akan diangkat.
- Penentuan isu

terpllih untuk
diaktualisasikan.

- Draf format naskah

warta parlementaria.
- Notulensi hasil

diskusi dengan
rekan kerja.

Keterkaltan Substansi

Mata Peiatihan

Melaiui proses diskusi dan
konsultasi terkait identifikasi

isu bersama dengan
Kasubag, rekan-rekan CPNS
dan juga rekan kerja Senior
menunjukkan adanya
musyawarah mufakat
dengan menentukan isu
yang akan diangkat
berdasarkan permasalahan
di unit kerja serta
memberlkan masukan atas

solusi permasalahan,
menghargai pendapat
sesama rekan kerja dan
menyampaikan pendapat
dengan bahasa yang sopan.
(Etika Publik, Komltmen
Mutu dan Nasionallsme)

Melaiui penyusunan format
naskah Warta Parlementaria

akan meningkatkan
kerjasama dengan sesama
rekan kerja untuk mencari
solusi dan kemudahan

Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi

='emilihan isu yang akan
diangkat dan
diaktualisasikan melaiui

musyawarah mufakat
dengan tim Redaksi
mendukung terwujudnya
^isi Sekretariat Jenderal

DPR Rl yang profesional,
andai, transparan dan
akuntabel. Isu yang dipilih
uga akan mewujudkan

tugas dan fungsi Jurnalis
TVR Parlemen yaitu
mengolah dan
mengumputkan data
sebagai bahan
Denyusunan artikel.

Kerjasama antara rekan
<erja daiam penyusunan
ormat naskah Warta

Parlementaria mendukung
visi Sekretariat Jenderal

DPR Rl yang profesional,

Penguatan Niiai
Organisasi

VIelalui kegiatan
<onsultasi dan

<oordinasi akan

memperkuat nilai
organisasi Sekjen
DPR Rl yaitu
Profesional dan

Akuntabel yang
ditujukkan dengan
sikap ASN yang
^ekerja secara
novatif dalam

rangka
meningkatkan
kinerja serta.
Adanya koordlnasi
dengan atasan dan
rekan kerja
menunjukkan sikap
saling menghormati.

\^elalui kegiatan
jenyusunan format
penulisan naskah

WP akan

memperkuat niiai
organisasi Setjen
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3, °enyusunan
^rosedur/Alur

Pengerjaan
naskah Warta

Parlementaria

b. Membuatdraf

format penulisan
naskah.

c. Meiakukan

koordinasi dan

konsultasi dengan
rekan kerja senior
serta mentor.

d. Meiakukan

perbaikan draf
format naskah

berdasarkan saran

dan masukan.

8. Meiakukan

finalisasi format

naskah Warta

Parlementaria

a. Membuat

rancangan prosedur/
alur pengerjaan
naskah Warta

Parlementaria.

D. Meiakukan

<oordinasi dan

<onsultasi dengan
tim redaksi

(penanggung jawab
Warta

Parlementaria), tim

- Format final

naskah warta

parlementaria.

- Draf rancangan
prosedur pengerjaan
naskah Warta

Parlementaria.

- Notulensi hasil

diskusi dengan
rekan kerja dan tim
produksi.

Finalisasi alur

prosedur pengerjaan
naskah Warta

Parlementaria.

dalam mengerjakan naskah.
Adapun diskusi yang
dilakukan antar rekan kerja
tetap dengan sopan santun
dan saling menghargat
pendapat orang lain.
Diharapkan melaiui
penyusunan format naskah
warta Parlementaria akan

meningkatkan kualitas
naskah sehingga
meminimalisir

kesalahan-kesalahan

penulisan. Dengan adanya
format tersebut juga bisa
meningkatkan hasll kinerja
satuan kerja sehingga tugas
dan tanggung jawab yang
dibebankan bisa semakin

3aik. (Akuntabllltas,
Nasionalisme, Komitmen
Mutu, Etika Publik)

\^elalui penyusunan
Drosedur pengerjaan naskah
Warta Parlementaria akan

meningkatkan kerjasama
dan koordinasi dengan
sesama divisi redaksi dan

divisi program sebagai
Dentuk dari penerapan
IV/>o/e of Government

^erlu adanya koordinasi dan
cerjasama lintas divisi agar,
pengerjaan naskah Warta

andal, transparan dan
akuntabel. Hal tersebut
uga berkontribusi terhadap
mplementasi tugas

reporter yaitu membuat
konsep iaporan kepada
^tasan.

<erjasama dan koordinasi
antara rekan kerja dan
intas divisi dalam

penyusunan prosedur
pengerjaan naskah Warta
Parlementaria akan

mendukung visi Sekretariat
Jenderal DPR Rl yang
profesional, andal,
transparan dan akuntabel.
Dengan adanya prosedur
ersebut diharapkan satuan

DPR Rl yaitu
pertama, profesional
yang ditunjukkan
dengan adanya
kerja sama dalam
penyusunan format
naskah. Kedua,
akuntabel yang
ditunjukkan dengan
adanya format
penulisan satuan
<erja harus bekerja
sesuai dengan yang
elah ditetapkan.

\^elalui kegiatan
penyusunan

prosedur
pengerjaan naskah
WP akan

memperkuat nilai
organisasi Setjen
DPR Rl yaitu
pertama, akuntabel
yang ditunjukkan
dengan adanya
prosedur sehingga
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4. Rekomendasi
untuk

menambahkan

satuan kerja
sebagai
penanggung jawab
Narta

Parlementaria dan
Soslalisasi

Prosedur.

program, editor video
dan admin upload
untuk mendapat
masukan dan saran.

c. Melakukan

finalisasi alur

pengerjaan naskah
Warta Parlementaria

berdasarkan saran

dan masukan.

a. Melakukan

koordinasi dan

permohonan
perizinan kepada
Kasubag.
b. Menunjuk satuan
kerja yang akan
membantu

mengerjakan Warta
Parlementaria.

c. Memberikan

arahan dan

- Notulensi hasll

diskusi

- Penujukkan satuan
kerja secara tertulis

Parlementaria dapat
dipahami sejak tahap awal
pembuatan naskah hingga
pasca produksi.
Penyusunan prosedur
tersebut juga diharapkan
dapat memberikan soiusi
atas kendala-kendala yang
seringkali muncul selama
pengerjaannya seperti
keterlambatan pengiriman
naskah serta meningkatkan
kedisiplinan satuan kerja.
Dengan adanya prosedur
secara baku tersebut juga
diharapkan setiap satuan
kerja bekerja sesuai dengan
prosedur yang telah
ditetapkan sebagai bentuk
peningkatan kinerja.
Akuntabilitas, Etika

Publik, Komitmen Mutu,
Anti Korupsi)

Rencana rekomendasi untuk

menambahkan satuan kerja
dalam pengerjaan naskah
Warta Parlementaria kepada
atasan harus dengan sikap
sopan santun dan bahasa
yang sopan. Rekomendasi
ini juga bertujuan untuk
memberikan soiusi atas

masaiah-masalah apabila
satuan kerja yang bertugas
jerhalangan untuk

(erja dapat mengerjakan
sesuai dengan alur yang
telah dilakukan sebagai
wujud ASN yang
profesional dan akuntabel.
-iai tersebut juga
berkontribusi terhadap
implementasi tugas dan
fungsi reporter yaitu
Tiengumpulkan dan
nengolah data sebagai
bahan penyusunan artikel
/ang pada tahap
selanjutnya akan
ditayangkan.

Koordinasi dan

permohonan kepada
atasan dalam

menambahkan satuan

kerja untuk pengerjaan
naskah Warta

Parlementaria akan

mendukung visi Sekretariat
Jenderal DPR Rl yang
profesional, andal,
ransparan dan akuntabel.
Dengan adanya

satuan kerja harus
)ekerja sesuai
dengan standar
yang telah
ditetapkan. Kedua,
nilai integritas dan
profesional yang
ditunjukkan dengan
peningkatan
<edisplinan satuan
kerja dalam
mengerjakan
ugasnya.

roses penzinan

dan permohonan
untuk penambahan
satuan kerja
mencerminkan nilai

ntegritas,
jrofesional, dan
akuntabel ASN di

<alangan
Sekretariat Jenderal
DPR Rl. Integritas
ditunjukkan sikap
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5. Evaluasi

ImpiementasI
prosedur
pengerjaan Warta
Parlementaria.

penjelasan mengenai
alur pengerjaan
Warta Parlementaria.

a. Melakukan

evaluasi kepada
penanggung

jawab Warta
Parlementaria

berdasarkan

perubahan format
dan prosedur.
Membuat

masukan dan

solusi atas hasil

evaluasi.

c. Berkonsultasi

dengan mentor
dan rekan kerja
atas hasil

evaluasi.

Notulensi hasil

evaluasi

implementasi
aktualisasi.

mengerjaian naskah yang
seringkali disebabkan
adanya penugasan lain
seperti dinas luar. Hal Ini
akan menciptakan efektifitas
dan efisiensi agar setiap
satuan kerja dapat fokus dan
memprloritaskan tugas yang
paling utama. (Etika Publik,
Nasionallsme, Komitmen
Mutu)

Melalui adanya evaluasi atas
implementasi aktualisasi
yang dilakukan akan
meningkatkan nilai whole of
government pada setiap
satuan kerja yang
Dersangkutan, meningkatkan
efektifitas pekerjaan sebagai
cerminan nilai komitmen

mutu, serta meningkatkan
nilai akuntabiiitas dengan
cara memberikan output
berupa notulensi hasil
evaluasi. Dengan adanya
evaluasi tersebut maka

dapat mengetahui seberapa
efektif dan efisien solusi atas

rekomendasi tersebut

diharapkan satuan kerja
yang ditunjuk bisa
Tienjalankan tugasnya
secara profesionat dan
andal. Selain itu dengan
adanya penunjukkan yang
bersifat formal akan

HDencerminkan nilai

transparan.

Evaluasi atas implementasi
aktualisasi akan

mendukung visi Sekretariat
Jenderal DPR Rl yang
profesional, andal,
transparan dan akuntabel.
VIelalui evaluasi tersebut,
maka akan selalu ada

masukan-masukan serta

perbaikan yang harus
dilakukan demi

mewujudkan Visi
Sekretariat Jenderal DPR

yang profesional, andal
dan akuntabel.

sopan dengan
selalu meminta

Derizinan kepada
atasan terlebih

dahulu. Nilai

profesional
ditunjukkan dengan
sikap ASN yang
sealu inovatif dan

olutif atas

permasalahan yang
3da. Serta nilai

akuntabel yang
ditunjukkan dengan
sikap ASN yang
bertanggung jawab
atas tugas yang
diberikan atasan.

Melalui kegiatan
evaluasi tersebut

akan mencerminkan

nilai profesional
ASN yaitu dengan
bertanggung jawab
atas aktualisasi

yang dikerjakan
dengan selalu
memberikan

pemecahan
masalah. Selain itu

melalui kegiatan
evaluasi akan

menguatkan nilai
ntegritas ASN yaitu
<emampuan ASN
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masalah-masalah di unit
kerja. {Whole of
government, Akuntabilitas,
Komitmen Mutu.)

jntuk dapat
Tienyelesaikan
'^ambatan^hambata

1 dalam pengerjaan
aktualisasi tersebut.
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B. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

4.2 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No
Kegiatan/

Tahapan Kegiatan
M El JU Nl

1 II III IV 1 II III IV

1. <egiatan Ke-1 Mengusulkan dan
menentukan isu yang akan
diangkat meiaiui diskusi.

a) Mengikuti diskusi bersama dengan
rekan kerja CPNS untuk
mengumpulkan isu-isu.

d) Mengusulkan isu yang diangkat

c) Melakukan konsultasi dan
koordinasi dengan Kasubag
mengenai isu yang akan diangkat.

d) Melakukan konsultasi dengan
rekan kerja senior tentang isu yang
akan diangkat.

, •

<egiatan Ke-2
Penyusunan format penulisan
naskali Warta Parlemen

a) Melakukan evaluasi format naskah
Warta Padementaria sebelumnya.

3) Membuat draf format penulisan
naskah.

c) Melakukan koordinasi dan
konsultasi dengan rekan kerja
senior serta mentor.

d) Melakukan perbaikan draf format
naskah berdasarkan saran dan

masukan.

^81

e) Melakukan finalisasi format naskah
Warta Parlementaria

3. Kegiatan Ke-3
Penyusunan Prosedur / Alur
Pengerjaan naskah Warta
Parlementaria

a) Membuat rancangan prosedur/
alur pengerjaan naskah Warta
Parlementaria.

5) Melakukan koordinasi dan
konsultasi dengan tim redaksi
(penanggung jawab Warta
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Parlementaria), tim produksi untuk
mendapat masukan dan saran.

c) Melakukan finaiisasi alur
pengerjaan naskah Warta
Parlementaria berdasarkan saran
dan masukan.

4. <egjatan Ke-4
Rekomendasi untuk menambahkan
satuan kerja sebagai penanggung
awab Warta Parlementaria.

a) Melakukan koordlnasi dan
Dermohonan perizlnan kepada
<asubaq.

3) Penunjukan satuan kerja yang
akan membantu mengerjakan Warta
^^arlementaria.

c) Memberikan arahan dan
jenjelasan mengenai alur pengerjaan
Warta Parlementaria.

5. <egiatan Ke-5
Evaluasi aktualisasl implementasi
3rosedur pengerjaan Warta
'arlementaria.

a. Melakukan evaluasi kepada
penanggung jawab Warta
Parlementaria atas perubahan
yanq ter|adi.

b. Membuat masukan dan solusi atas
hasii evaluasi.

c. Berkonsultasi dengan mentor dan
rekan keija atas hasll evaluasi.
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BABV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktuatisasi

Jadwal rencana kegiatan pelaksanaan aktualisasi yang tetah disusun penulis

pada rancangan aktualisasi memiliki beberapa pergeseran dengan jadwal yang

telah direncanakan pada tahap aktualisasinya. Secara keseluruhan jadwal rencana

kegiatan yang telali dibuat terlaksana lebih awal. Hal ini disebabkan karena

terdapat beberapa kegiatan yang bisa dilakukan secara bersamaan sehingga dapat

selesai lebih cepat daripada waktu yang telah direncanakan. Berikut ini akan

dijelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan

yang telah ditentukan.

Pada kegiatan ke-1 yaitu mengusulkan dan menentukan Isu yang akan

diangkat melalui diskusi, pada kegiatan ke-1 penulis merencanakan untuk

dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Mei dan telah berjalan sesuai rencana.

Selanjutnya, pada kegiatan ke-2 yaitu Penyusunan format penulisan naskah

Warta Parlemen, yang direncanakan pada minggu ke-2 dan minggu ke-3 bulan Mei

berjalan sesuai dengan rencana dan telah diselesaikan pada tanggal 11 Mei 2021.

Adapun pada kegiatan ke-2, tahapan yang telah susun berjalan sesuai rencana,

yang dimulai dari penyusunan draf format penulisan, koordinasi dengan rekan kerja,

revisi format penulisan sesuai dengan masukan dan saran, serta melakukan

finalisasi format penulisan.

Selanjutnya, kegiatan ke-3 yaitu Penyusunan Prosedur atau Alur

Pengerjaan naskah Warta Parlementaria yang direncanakan akan dilaksanakan

pada minggu ke-3 dan minggu ke-4 Mei berjalan lebih cepat dari rencana yang

ditentukan dan telah diselesaikan pada tanggal 18 Mei 2021. Kegiatan ke-3 lebih

cepat daripada jadwal yang ditentukan karena kegiatan tersebut dilakukan

bersamaan dengan kegiatan ke-2. Adapun kegiatan ke-2 dan kegiatan ke-3 dapat

dilakukan secara bersamaan karena koordinasi dengan rekan kerja memiliki

stakeholder yang sama dengan kegiatan ke-2, sehingga untuk mempersingkat

waktu dapat dilakukan secara bersamaan.

Sementara itu, pada kegiatan ke-4 yaitu Rekomendasl untuk

menambahkan satuan kerja sebagai penanggung jawab Warta Parlementaria,
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yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu ke^ bulan Mei dan minggu

ke-1 bulan Juni telah dilaksanakan lebih cepat dari jadwal yang telah direncanakan.

Kegiatan ke-4 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021. Pelaksanaan

keglatan ke-4 yang selesai lebih cepat daripada rencana yang disusun disebabkan

karena koordlnasi dengan Kasubag Program dan Produksi Televisi dan Koordinator

liputan yang sangat lancar serta mendapatkan persetujuan penunjukkan

penambahan satuan kerja yang sangat didukung oleh Kasubag Program dan

Produksi Televisi. Akan tetapi meskipun pada kegiatan ke-4 berjalan lebih cepat

dari waktu yang direncanakan, penulis mengalami kendala pada saat tahap

kegiatan sosialisasi prosedur pengerjaan naskah warta pariementaria. Adapun

kendala yang penulis hadapi adalah waktu sosialisasi dengan editor naskah yang

mundur selama 3 hari. Hal itu disebabkan karena terdapat 1 editor naskah yang

tidak bisa hadir pada tanggal awal yang ditentukan karena sedang dinas luar

sehingga harus mengatur ulang jadwal sosialisasi prosedur editor naskah sehingga

telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2021.

Selanjutnya, pada kegiatan ke-5 yaitu Evaluasi aktualisasi implementasi

prosedur pengerjaan Warta Pariementaria direncanakan selesai pada minggu

ke-4 bulan Juni telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Namun penulis

mengalami kendala pada kegiatan ke-5 yaitu waktu yang sangat terbatas karena

adanya pelatihan PKTBT selama 3 hari sehingga tahapan kegiatan berupa evaluasi

dan diskusi mengenai saran dan masukan aktualisasi harus diatur ulang dan

selesai pada tanggal 18 Juni 2021.

Secara keseluruhan rencana kegiatan yang telah ditullskan mengalami

kemajuan pada waktu penyelesaiannya. Akan tetapi, penulis mengalami beberapa

kendala seperti waktu yang terpotong karena libur lebaran, editor naskah yang

sedang Dinas Luar sehingga waktu sosialisasi harus diundur, serta adanya

pelatihan PKTBT sehingga kegiatan evaluasi harus dikerjakan lebih cepat dari

tanggal yang telah ditentukan.
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B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan gagasan pemecahan isu sebagai solusi atas isu

Optimalisasi Penerapan Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria, maka

akan dijelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan beserta tahapannya sebagai

berikut.

B.1 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Ke-1, Mengusulkan dan Menentukan Isu

yang akan diangkat melalui Diskusi.

Pada kegiatan Ke-1, penulis melakukan koordinasi dengan rekan-rekan

CPNS untuk memetakan isu yang akan diangkat. Selanjutnya, melakukan

koordinasi dengan Kepala Subbagian Program dan Produksi Televisi dan Mentor

mengenai identifikasi isu yang akan diangkat pada pelaksanaan aktualisasi,

Identifikasi isu bersama dengan Kasubag, Mentor dan Rekan kerja CPNS

merupakan cerminan dari nilai Komitmen Mutu untuk menyelesaikan isu-isu yang

ada di Unit Kerja dan mencari solusi permasalahannya melalui kegiatan aktualisasi.

Koordinasi ini merupakan hal penting karena melalui proses diskusi dan

konsultasi terkait identifikasi isu bersama dengan Kasubag, rekan-rekan CPNS dan

juga rekan kerja Senior menunjukkan adanya musyawarah mufakat dengan

menentukan isu yang akan diangkat berdasarkan permasalahan di unit ketja serta

sebagai salah satu cerminan nilai Nasionalisme dan Komitmen mutu. Dalam proses

koordinasi yaitu memberikan masukan atas solusi permasalahan, menghargai

pendapat sesama rekan keija dan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang

sopan. Hal tersebut merupakan cerminan dari nilai Etika Publik, Nasionalisme dan

Akuntabilitas.

SepertI yang telah dijelaskan bahwa terdapat pergeseran waktu pengerjaan

yang lebih cepat karena terdapat beberapa kegiatan yang dikerjakan secara

bersamaan. Adapun pada kegiatan ke-1 ini, penulis juga telah menyelesaikan
kegiatan pembuatan format naskah warta pariementaria. Yang mana kegiatan

pembuatan format penulisan naskah ini pada awalnya merupakan kegiatan ke-2.

Kegiatan pembuatan format naskah warta parlementaria ini dimulai dari pembuatan

rancangan format, melakukan koordinasi dengan rekan kerja untuk mendapat

masukan serta diskusi mengenai format naskah warta parlementaria, dan tahap

akhir yaitu finalisasi format naskah warta parlementaria. Mata pelatihan yang
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diaktualisasikan dalam kegiatan ini adalah akuntabilitas, nastonalisme dan

komitmen mutu. Nilai akuntabilitas terkait dengan adanya format penulisan yang
akan menjadi pedoman penanggung jawab dalam mengerjakan naskah warta

parlementaria, sehingga pembuatan naskah menjadi lebih rapl, seragam dan

meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan. Nilai nasionalisme muncul ketika

diskusi dengan rekan kerja untuk mendapat masukan dan saran dari rancangan

format yang dibuat. Nilai komitmen mutu adalah cerminan adanya inovasi baru

berupa format yang ditetapkan dan solusi penyelesaian masalah untuk mengurangi

adanya kesalahan penulisan naskah.

Sementara itu penguatan nilai organisasi yang tercermin dari kegiatan ke-1

adalah Profesional dan Akuntabel yang ditujukan dengan sikap ASN yang
memberikan inovasi berupa pembuatan format sebagal gagasan pemecahan isu.

Sehingga dalam pembuatan naskah selanjutnya, harus berdasarkan format yang

telah ditentukan.

Berikut ini merupakan evidence dari pelaksanaan kegiatan ke-1 yaitu

melakukan identifikasi isu dengan Kasubag dan Mentor serta pembuatan format

penulisan naskah warta parlementaria.

Cambar5.1 KoordlnasI dengan Kasubag Program dan Produksi Televisi
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Gambar 5.2 Koordinasi Kegiatan Ke-1 dengan IVIentor

Gambar 5.3 Koordinasi dengan Penanggung jawab naskah WP
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B.2 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Ke-2, Penyusunan Prosedur / Alur

Pengerjaan naskah Warta Parlementaria dan Penunjukkan Satuan Kerja.

Pada kegiatan ke-2 penulis melakukan koordinasi dan diskusi dengan rekan
kerja atau penanggung jawab WP untuk membuat prosedur atau alur pengerjaan
naskah warta parlementaria. Koordinasi ini merupakan hal penting untuk

mendapatkan masukan dan feedback dari rekan kerja mengenai kekurangan yang
perlu diperbaiki selama pengerjaan naskah Warta Parlementaria. Terdapat

beberapa tahap yang penulis tambahkan yaitu mengisi form revisi apabila terdapat
perubahan judul atau narasumber serta melakukan quality checking (QC) sebelum

tayangan dl export atau naik tayang oleh penanggung jawab WP. 2 hal ini menjadi

kunci utama dafam alur pengerjaan naskah yang bertujuan untuk meminimalisir

terjadinya kesaiahan penulisan atau perbedaan judul sebelum dan sesudah proses

editing. Sehingga tayangan warta parlementaria minim kesaiahan.

Sementara itu, pada kegiatan ke-2 penulis juga melakukan penunjukkan

satuan kerja. Tahapan penunjukkan satuan kerja dimulai dengan permohonan izin

kepada Kasubag, koordinasi dengan Koordinator liputan untuk penentuan

penunjukkan satuan kerja yang akan membantu pengerjaan naskah Warta

Parlementaria dan tahap terakhir adalah pembuatan surat perintah tugas kepada
orang-orang yang akan bertanggung jawab atas pengerjaan Warta Parlementaria

yang dimulai dari penanggung jawab naskah, editor video, dan admin upload.

Mata pelatihan yang diaktualisasikan dalam kegiatan ini adalah akuntabilitas,

nasionaiisme, Whole of Government dan Komitmen Mutu. Nilai akuntabilitas

tercermin dari kegiatan penanggung jawab WP yang mengerjakan naskah sesuai

dengan prosedur atau petunjuk kerja yang berlaku agar naskah dapat selesai tepat

pada waktunya dan meminimalisir keteriambatan dan sebagai bentuk tanggung

jawab dari tugas dan pekerjaannya. Nilai nasionaiisme terlihat dari adanya

koordinasi dan diskusi dengan sesama rekan kerja untuk mendapatkan masukan

dan saran secara musyawarah mengenai pembuatan prosedur dan penunjukkan

penanggung jawab naskah, penanggung jawab editor dan admin upload untuk

proyek aktualisasi yang dijalankan di unit kerja. Nilai Whole of Government

tercermin dari adanya kerja sama dengan lintas divisi yaitu divisi program, divisi

editor video dan admin upload dalam rangka mewujudkan proyek aktualisasi ini.
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Sementara itu penguatan nilai organisasi yang tercermin dari kegiatan ke-2

ini adalah Akuntabel yang ditunjukkan dengan adanya prosedur sehingga satuan

kerja harus bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nilai Integritas

dan Profesional yang ditunjukkan dengan tanggung jawab satuan kerja yang telah

ditunjuk untuk pengerjaan Warta Parlementaria dan peningkatan kedlsplinan satuan

kerja dalam mengerjakan tugasnya sesuai dengan prosedur SEWARTA.

Benkut ini merupakan evidence dari pelaksanaan kegiatan ke-2 Penyusunan

Prosedur / Alur Pengerjaan naskah Warta Parlementaria dan Penunjukkan Satuan

Kefja.

Gambar 5.4 Koordinasi dengan Penanggung jawab naskah WP

m

Gambar 5.5 Koordinasi dengan Koordinator Liputan dan Penunjukan Satuan Kerja
WP
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Gambar 5.8 Mentoring dan Koordinasi Kegiatan Ke-2 dengan Mentor

B.3 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Ke-3, Melakukan Sosialisasi dengan

Stakeholder terkait.

Pada kegiatan Ke-3 yaitu melakukan sosialisasi dengan editor naskah, editor

video dan admin upload untuk menginformasikan mengenai prosedur pengerjaan

naskah Warta Parlementaria. Kegiatan ini perlu dHakukan agar seluruh stakeholder

yang bertanggungjawab atas proyek aktualisasi ini dapat memahami seluruh

rangkaian tahap atau prosedur naskah warta parlementaria. Adapun tahap kegiatan

pada kegiatan sosialisasi diawali dengan koordinasi dengan editorvideo yang lebih

menekankan tahap pengecekan tayangan sebelum layak naik tayang yang meliputi

judul, narasumber, dapil dan AKD. Tahap seianjutnya yaitu melakukan sosialisasi

dengan admin upload yang membahas tentang proses pelaporan apabila terdapat

kesalahan ketika sudah naik tayang. Tahap terakhir yaitu sosialisasi dengan editor

naskah yang bertanggung jawab untuk mengisi form perubahan apabila terdapat

naskah atau berita yang direvisi. Form perubahan yang harus diisi oleh editor

naskah perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan judul antara
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naskah dengan hasil tayangan. Dengan adanya form perubahan naskah tersebut

maka penanggung jawab WP harus mengikuti perubahan-perubahan sesuai

dengan yang ditulis oleh editor naskah di form revisi tersebut.

Mata pelatihan yang diaktualisasikan dalam kegiatan ini adalah akuntabilitas,

komitmen mutu dan Whole of Government. Nilai akuntabilitas dapat terlihat dari

pertanggungjawaban penanggung jawab WP untuk membuat naskah sesuai

dengan form revisi yang telah diisi oleh editor naskah. Sebelum adanya form revisi,

penanggung jawab naskah WP membuat naskah berdasarkan email yang

dikirimkan oleh editor naskah dan tidak adanya tahapan QC dan pengisian form

revisi sehingga seringkali terdapat perbedaan judul antara yang ditayangkan

dengan yang dituliskan oleh penanggung jawab WP. Namun setelah adanya form

revisi ini, penanggung jawab WP harus melakukan pengecekan berdasarkan form

revisi yang diisi oleh editor naskah dan menuliskan naskah berdasarkan revisi

tersebut. Nilai selanjutnya yaitu komitmen mutu terlihat dari adanya inovasi dan

gagasan penyelesaian masalah berupa pembuatan form revisi dan tahap QC.

Dengan adanya form revisi dan tahap QC dapat meningkatkan kualitas dari naskah

Warta Parlementaria dan meningkatkan kualitas tayangan dengan meminimalisir

terjadinya kesalahan penulisan. Nilai Whole of Government dapat terlihat dari

adanya kerjasama dan hubungan berkesinambungan antara editor naskah,

penanggung jawab naskah WP, editor video dan admin upload, Kerja sama yang

dimaksud adalah adanya alur yang jelas dari tahap awal pembuatan naskah,

proses editing, melakukan QC hingga tayangan siap naik tayang.

Sementara itu penguatan nilai organisasi yang tercermin dari kegiatan ke-3

ini adalah Akuntabel yang ditunjukan dengan adanya prosedur SEWARTA sehingga

satuan kerja yang bertugas harus bekerja sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. Nilai Profesional ditunjukan dengan sikap Satuan Kerja yang harus

cepat beradaptasi dengan petunjuk kerja baru dalam pengerjaan naskah Warta

Parlementaria.

Berikut ini merupakan evidence dari pelaksanaan kegiatan ke-3 yaitu

melakukan sosialisasi dengan Stakeholder terkait bersama dengan editor naskah,

editor video dan admin upload.
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Gambar 5.9 Mentoring kegiatan Ke-3 dengan Mentor

Gambar 5.10 Sosialisasi dengan Admin Upload
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Gambar 5.11 Sosialisasi dengan Editor Video
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Gambar 5.12 Sosialisasi dengan Editor Naskah

B.4 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Ke-4, Implementasi dan Evaluasi

Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria.

Pada kegiatan Ke-4 yaitu Implementasi dan Evaluasi Prosedur Pengerjaan

Naskah Warta Parlementaria memlliki beberapa tahapan kegiatan yang diawall

dengan proses QC tayangan oleh editor naskah, pengisian form revisi, dan

penulisan naskah oleh penanggung jawab WP. Setelah kegiatan implementasi

pengerjaan naskah berlangsung selama 2 minggu, penulis melakukan evaluasi

untuk melihat perbedaan antara naskah dan tayangan sebelum adanya form revisi

dan setelah adanya revisi. Selain itu, penulis juga meminta beberapa testlmoni dari

rekan kerja yaitu penanggung jawab WP, editor naskah, dan editor video mengenai

pelaksanaan proyek aktualisasi tersebut.

Mata pelatihan yang diaktualisasikan dari kegiatan Ini adalah akuntabilitas

dan komitmen mutu. Nilai akuntabilitas dilihat dari tanggung jawab satuan kerja

untuk mengerjakan naskah sesuai dengan sebaiknya yaitu melakukan QC

tayangan dan menuliskan perubahan-perubahan yang ada. Hal ini akan

menciptakan kualitas naskah dan tayangan yang minim kesalahan. Sementara itu,

nilai komitmen mutu dapat dilihat dari usaha-usaha satuan keija untuk
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meminimalisir kesalahan naskah dan tayangan dengan pengecekan berulang kali

melalui form revisi. Sehingga mutu dari naskah yang dibuat meningkat.

Sementara itu penguatan nilai organisasi yang tercermin dari kegiatan ke-4

adalah Profesional yang ditunjukan dengan tanggung jawab atas aktualisasi yang

dikerjakan dengan selalu memberikan pemecahan masalah. Integritas yaitu

kemampuan ASN untuk dapat konsisten dalam pengerjaan Warta Pariementaria

sesuai forniat dan prosedur SEWARTA serta dapat menyelesaikan

hambatan-hambatan dalam pengerjaan aktualisasi tersebut

Berikut ini merupakan evidence dari pelaksanaan kegiatan ke-4 yaitu

Implementasi dan Evaluasi Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Pariementaria.

Gambar 5.13 Proses QC dan Penglsian Form Revisi dengan Editor Naskah

Gambar 5.14 Proses Pembuatan Naskah Warta Pariementaria
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MEMBANGUN GENERASi WIRAUSAHAWAN YANG AKUNTABEL

RAPAT REDAKSI 29 APRIL TAYANG 03 MEI 2021

1. PROKES CALON JAMAAH HAJI OIPERKETAT (BONOAN): TVR PARIEMEN (Cl fRA)

2. BANSOS PIA Dl RJA KALIBATA (HD): TVR PARIEMEN
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8. PEMBENAHAN SARPRAS INDUSTRt PERIKANAN (BONOAN): TVR PARLEMFN

9. KOMISIIX KE KALTARA 2 (TEGUH): TVR PARIEMFN
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KOMISII OUKUNG PEMBANGUNAN
iNFRASTRUKTUR JARINGAN 5G

RAPAT REOAKSt 29 APRIL TAYANG 03 MEI 2021

1. PROKES CALON JAMAAH HAJI OIPERKETAT (BONDAN); TVR PARLEMEN (CITRA)

2. BANSOS PIA 01 RJA KAUBATA (HO); TVR PARLEMfN
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7. PENYUSUNAN RUU PENGAOILAN TINGGI (FITYAN); TVR PARLEMEN (NUKtE)

8. PEMBENAHAN SARPRAS INOUSTRl PERIKANAN (BONDAN): TVR PARLEMEN

9. KOMISI IX KE KALTARA 2 (TEGUH);TVR PARLFMF N

Gambar 5.17 Tayangan Warta Parlementaria sebelum terdapat form perubahan.
Terdapat perbedaan judul antara tayangan dan naskah.
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Gambar 5.18Tayangan Warta Parlementaria setelah terdapatform perubahan.
Terdapat perbedaan judul antara tayangan dan naskah.

C. Stakeholder

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses aktualisasi antara lain yaitu:

1. Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi, sebagai atasan yang

bertujuan untuk meminta izin dan persetujuan atas pelaksanaan aktualisasi di

unit kerja.

2. Mentor, yang bertujuan untuk memberikan bimbingan, saran, dan masukan

atas rencana aktualisasi.

3. Penanggung jawab naskah Warta Parlementaria, sebagai satuan kerja

yang ditunjuk atas pengefjaan naskah. Seluruh penanggung jawab liarus dapat

memahami rangkaian prosedur pengerjaan naskah dan mengikuti format

penulisan yang telah ditetapkan.
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4. Oivisi Program, Editor Video dan Admin Upload, sebagai stakeholder yang

bertanggung jawab atas berjaiannya program warta parlementaria dari naskah

dikirlmkan kepada divisi program yang kemudian dibacakan oleh presenter dan

ditayangkan ke youtube oleh admin upload.

5. Editor naskah, yang bertanggung jawab atas penyuntingan naskah berita

jumalis.

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Rencana aktualisasi yang akan membahas tentang isu belum optimalnya
implementasi prosedur pengerjaan naskah Warta Partementaria tentunya akan
menghadapi beberapa kendala pada proses pengerjaannya. Adapun

kendala-kendala yang terjadi adalah pertama, waktu off campus dan
pelaksanaan aktualisasi yang terpotong libur lebaran. Namun untuk mengatasi
kendala waktu adatah dengan membuat timeline pengerjaan dan berusaha

menyelesaikan lebih cepat. Kedua, perlu adanya koordinasi dan konsultasi

dengan satuan kerja lainnya dalam membuat format penulisan dan alur

pengerjaan naskah, akan tetapi mengingat masa pandemi dan adanya

penugasan dinas luar membuat konsultasi dengan rekan kerja menjadi sulit.

Selain itu pada kondisi saat ini, penanggung jawab naskah Warta

Parlementaria hanya berjumlah 2 orang termasuk penulis sehingga sulit untuk

mendapatkan masukan dari beberapa rekan kerja. Untuk mengatasi hal tersebut

penulis berusaha berkonsultasi melalui telepon atau whatsapp agar tetap

mendapatkan masukan dari rekan kerja yang bersangkutan dan meminta

pendapat kepada rekan-rekan jurnalis lainnya serta divisi program. Ketiga, jadwal

aktualisasi yang berubah secara mendadak dan dilaksanakan lebih cepat dari

jadwal yang ditentukan karena adanya Pelatihan Penguatan Kompetensi Teknis

Bidang Tugas selama 3 hari oleh Pusdiklat yang dilaksanakan seminggu

sebelum minggu terakhir aktualisasi. Adapun cara menghadapi kendala tersebut

adalah menyelesaikan laporan dan kegiatan aktualisasi secepat mungkin.

Keempat, pelaksanaan sosialisasi proyek aktualisasi yang mundur dari jadwal
yang ditentukan karena adanya dinas luar dari rekan kerja sehingga harus

menyesuaikan kepulangan rekan kerja yang bersangkutan.
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E. Analisis Dampak

Pelaksanaan aktualisasi mengenai isu belum optimalnya implementasi

prosedur pengeijaan naskah Warta Parlementaria telah memberikan beberapa

dampak. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan aktualisasi tersebut

antara lain yaitu, pertama, menyeragamkan format penulisan naskah Warta

Parlemen sehingga hasil naskah setiap penanggung jawab seragam. Keseragaman

ini berkaitan dengan tampilan penulisan ketika Warta Parlementaria ditayangkan.

Selain itu keseragaman format ini telah meminimalisir terjadinya kesalahan

penulisan nama narasumber, daerah pemilihan, AKD dan nama partai politik

sehingga visual tayangan menjadi lebih rapi dan juga mengurangi resiko tayangan

di take down akibat kesalahan penulisan.

Kedua, dengan adanya prosedur pengerjaan naskah secara tertulis dan jelas

menciptakan kedisiplinan para penanggung jawab dalam mengerjakan naskah

sehingga tidak terjadi keterlambatan pengiriman naskah dari tim redaksi kepada tim

program. Keterlambatan pengiriman naskah perlu dicegah karena bisa

menghambat jadwal syuting program siaran lainnya. Sehingga dengan adanya

prosedur SEWARTA, naskah Warta Parlementaria bisa dikerjakan dengan tepat

waktu dan menghindari keterlambatan yang bisa menghambat jadwal syuting

program. Prosedur SEWARTA juga telah memberikan kemudahan dan pemahaman

kepada satuan kerja mengenai alur pengerjaan Warta Parlementaria sejak awal

dibuatnya naskah hingga pasca produksi. Dengan adanya prosedur SEWARTA

tersebut maka diharapkan seluruh satuan kerja nantinya bisa mengerjakan naskah

Warta Parlementaria.

Ketiga, dengan adanya form revisi sebagai rekapitulasi perubahan atas judul,

daerah pemilihan, partai politik dan nama narasumber akan meningkatkan kualitas

naskah Warta Partementaria yang juga akan mempengaruhi kualitas tayangan

Warta Parlementaria sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada proyek aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Implementasi Prosedur

Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria (SEWARTA) bertujuan untuk memberikan

keseragaman penulisan tayangan Warta Parlementaria serta mengoptimalkan

pengerjaan naskah Warta Parlementaria berdasarkan prosedur dan alur yang telah

penulis buat. Adapun prosedur yang dibuat bertujuan untuk memastikan pengerjaan

naskah sesuai dengan tahap-tahap yang dilakukan penanggung jawab naskah

Warta Parlementaria. Melalui prosedur tersebut maka akan meminimalisirterjadinya

kesalahan-kesalahan penulisan yang sebelumnya sering terjadi pada hasil akhir

tayangan Warta Parlementaria.

Sebelum dilakukannya proyek aktualisasi ini, terdapat beberapa kendala

atau isu pada pengerjaan naskah Warta Pariementaria. Pertama, pengiriman

naskah Warta Pariementaria dari redaksi kepada tim program beberapa kali

mengalami keteriambatan karena tidak adanya ketentuan deadline pengumpulan

naskah secara jelas. Kedua, adanya ketidakseragaman penulisan balk nama

narasumber, AKD, daerah pemilihan atau partai politik di beberapa segmen. Ketiga,

adanya perbedaan judul antara naskah berita dengan hasil tayangan.

Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi pada pengerjaan naskah Warta

Pariementaria maka penulis memberikan gagasan penyelesaian berupa

dibuatkannya format penulisan naskah yang bertujuan untuk menyeragamkan

penulisan dan membuat template penulisan agar naskah Warta Pariementaria

menjadi rapi dan meminimalisir terjadinya kesalahan. Sementara itu, penulis juga

memberikan gagasan penyelesaian berupa membuat prosedur pengerjaan naskah

Warta Parlementaria yang bertujuan agar setiap penanggung jawab naskah bisa

mengerjakan naskah dengan tepat waktu dan menghindari keteriambatan

pengiriman naskah. Selain itu, prosedur pengerjaan naskah juga bertujuan agar

setiap penanggung jawab bisa melakukan pengecekan akhtr atas tayangan Warta

Pariementaria sebelum naik tayang. Pengecekan naskah tersebut diharapkan bisa

mengurangi perbedaan judul antara naskah dengan hasil tayangan.
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Setelah dilakukannya proyek aktualisasi ini, terdapat beberapa manfaat yang
dapatdirasakan antara lain adalah penulisan naskah Warta Parlementaria yang rapi

dan tidak ditemukan lagi perbedaan template penulisan narasumber, AKD, daerah

pemilihan dan partai politik. Dengan adanya format penulisan naskah warta

parlementaria tersebut menunjukan keseragaman penulisan pada seluruh

tayangan. Sementara itu. dengan adanya prosedur pengerjaan naskali warta

parlementaria juga memberikan manfaat yaitu minimnya kesalahan perbedaan judul
antara tayangan dengan naskah berita karena adanya tahap pengisian form revisi

naskah dan pengecekan akhir tayangan yang harus dilakukan editor naskah atau

penanggung jawab WP. Selain itu dengan adanya form revisi naskah, pelaporan

atas kesalahan penulisan menjadi lebih teratur karena adanya form revisi.

Pada pelaksanaan proyek aktualisasi ini terdapat beberapa mata petatihan
yang diaktualisasikan sesuai dengan nilai-nilai ANEKA yaitu Akuntabilitas,

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Secara keseluruhan,

proyek aktualisasi ini telah mencemiinkan nilai-nilai ANEKA. Nilai Akuntabilitas

dapat terlihat dari tanggung jawab penanggung jawab naskah Warta Parlementaria

untuk membuat naskah sesuai dengan prosedur dan format yang telah ditentukan.

Dengan adanya format dan prosedur tersebut juga akan meningkatkan kualitas

naskah Warta Parlementaria sebagai wujud pertanggungjawaban satuan kerja

dalam mengerjakan tugasnya.

Nilai Nasionalisme dapat terlihat dari adanya koordinasi yang

berkesinambungan dengan rekan kerja, Kasubag, Mentor dan Coach sebagai
wujud penerapan Pancasila terutama sila Ke-4 yaitu musyawarah mufakat dalam

menentukan keputusan dan saling menghargai pendapat orang lain. Salah satu

tahap kegiatan yaitu menentukan satuan kerja sebagai penanggung jawab naskah

Warta Parlementaria merupakan salah satu contoh bentuk musyawarah mufakat.

Nilai Etika Publik dapat dilihat dari adanya koordinasi untuk meminta izin kepada

Kasubag terkait rangkaian kegiatan dengan menggunakan bahasa yang sopan

santun. Seperti halnya ketika mengajak rekan-rekan kerja untuk hadir sosialisasi

prosedur naskah warta parlementaria dengan bahasa yang formal dan sopan

santun. Selain itu nilai etika publik juga diwujudkan dengan meminta izin dan

persetujuan kepada Kasubag terkait penunjukan satuan keija yang akan

bertanggung jawab atas proyek aktualisasi ini. Nilai Komitmen Mutu dapat terlihat
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dari pembuatan format penulisan naskah, pembuatan prosedur pengerjaan naskah

dan pembuatan form revisi Warta Parlementaria sebagai bentuk implementasi

gagasan penyelesaian masalah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan

kualitas tayangan Warta Parlementaria dan pembuatan naskah yang lebih teratur
dan seragam. Sementara itu, pada proyek aktualisasi ini juga mencerminkan ntlal

Whole of Government yang dapat teriihat dari adanya kerjasama dan hubungan
berkesinambungan antara editor naskah, penanggung jawab naskah WP, editor
video dan admin upload. Kerja sama yang dimaksud adalah adanya alur yang jelas
dari tahap awal pembuatan naskah, proses editing, melakukan QC hingga tayangan
siap naik tayang.

Pada pengerjaan proyek aktualisasi ini, secara keseluruhan telah sesual

dengan jadwal yang telah direncanakan dan terdapat pergeseran waktu yang maju.
Meskipun dalam pengerjaannya penufis memiliki kendala namun tetap bisa

menyelesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sehingga
diharapkan dengan adanya aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Implementasi

Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria dapat memberikan manfaat

sebesar-besarnya kepada unit kerja Sub bagian Program dan Produksi Televisi dan

bisa memberikan kemajuan kepada Sekretariat Jenderal DPR Rl.

B. Saran

Selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS angkatan V yang

diselenggarakan oleh Pusdiklat Sekretariat Jenderal DPR Rl sangat baik. Mulai dari

persiapan latsar, materi ajar, pelaksanaan kegiatan dan pengampu materi sangat

membantu peserta dalam pelaksanaan latsar baik dalam menjawab pertanyaan

peserta dan menjelaskan materi. Akan tetapi yang periu diperhatikan adalah

informasi yang sering berubah dari panitia penyelenggara dan komunikasi yang
terbatas karena hanya melalui whatsapp grup mengingat kondisi pandemi saat ini,

sehingga yang periu diperhatikan adalah cara penyampaian informasi secara jelas

dan detail agar bisa tersampaikan dengan baik.

Selanjutnya adalah mengenai hal bimblngan kepada peserta dalam hal-hal

administratif seperti lembar penilaian, format laporan, dan penugasan. Karena

pelatihan ini dibagi kedalam beberapa kelompok dan diajar oleh pengampu materi
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yang berbeda, maka terkadang tugas-tugas yang diberikan tidak tersampaikan

dengan baik oleh pengampu materi sehingga muncul perbedaan informasi

mengenai penugasan antara satu kelompok dengan yang lainnya. Selanjutnya

mengenai pengadaan pelatihan pada masa off campus, dimana satu minggu

sebelum pelaksanaan presentasi laporan akhir Pusdiklat mengadakan pelatihan

yang cukup mendadak. Hat ini menyebabkan peserta harus melakukan reschedule

atas kegiatan aktualisasi yang sedang berjalan, dimana minggu-minggu akhir

tenmasuk krusial mengingat proyek aktualisasi tersebut sedang diaktualisasikan

atau sedang dalam masa evaluasi. Hal tersebut cukup menyita waktu untuk

pelaksanaan aktualisasi sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi rencana

kegiatan aktualisasi yang teiah diatur sebelumnya. Namun secara keseiuruhan

pelaksanaan pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Pusdiklat

Sekretariat Jenderal DPR Rl dengan metode pembelajaran e-learning perlu

diapresiasi dengan baik mengingat metode ini baru pertama kali diiakukan dan

dapat berjalan sesuai dengan rencana dan bisa menghadapi kendala-kendala yang

ada.

Adapun saran untuk unit kerja Sub Bagian Program dan Produksi Televisi

supaya kegiatan proyek aktualisasi ini bisa terus berjalan dan dapat memberikan

manfaat bagi unit kerja yaitu meningkatkan kualitas tayangan dan naskah TVR

Parlemen. Penulis berharap agar seluruh stakeholder yang telah ditunjuk melalui

surat perintah tugas bisa menjalankan seluruh tanggung jawabnya sesuai dengan

petunjuk kerja yang berlaku sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas setiap

satuan kerja yag bertugas. Secara keseiuruhan, penulis berharap agar pelaksanaan

aktualisasi bisa memberikan kebermanfaatan baik untuk unit kerja dan juga instansi

Sekretariat Jenderal DPR Rl.
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama

NIP

Unit Kerja
Jabatan

Isu

Gagasan

<egiatan 1

yiNlTft PRAT13WANANT1
!)pMpni 00 •;;; y;"

Marttoh ^^arl'Cm^ntc^f'Ci.
WP. ('̂ ngfrjuui oorKah

i) V^nuaju^bri r^ago *

Penyelesaian Kegiatan Catalan

Mentor

Paraf

Mentor
^ Tahapan Kegiatan:
^ Output kegiatan terhadap

pemecaha isu;
^ Keterkaitan Substansi Mata

pelatihan;
^ Kontribusi Terhadap Visi-

Misi Organisasi;
^ Penguatan Nilai Organisasi:

^\Ah^ /

Penyelesaian Kegiatan Catatan

Mentor

Paraf

Mentor
^ Tahapan Kegiatan:
^ Output kegiatan terhadap

pemecaha isu;
^ Keterkaitan Substansi Mata

pelatihan:
^ Kontribusi Terhadap Visi-

Misi Organisasi:
^ Penguatan Nilai Organisasi:



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama

NIP

Unit Kerja
Jabatan

Isu

Gagasan

Kegiatan 3

Vinita Pratijivananti

_19960810202012200^
Sub Baqian Program dan Produksi Televisi

Jumalis

ORtimalj^a?i. Irppjementasi. Prpsedur Perigerjaan Naskah Warta Parlementaria.

1. Membuat format penulisan naskah WP.
2. Membuat alur pengerjaan naskah WP.
3. Penunjukkan satuan kerja tambahan sebagai penanggung jawab WP.
Sosialisasi dan Impjementasi prosedur pengerjaan naskah Warta Parlementaria

Penyelesaian Kegiatan
Catatan

Mentor

Paraf

Mentor

^ Tahapan Kegiatan:
^ Output kegiatan teriiadap

pemecaha isu;
Keterkaitan Substansi Mata

pelatihan;
^ Konthbusi Terhadap Visl-

Misi Organisasi;
^ Penguatan Nilai Organisasi;

c . V"

Ksgiatan 4 ; flmtph Wftno Paclementarla dan penulisan laporan

Penyelesaian Kegiatan Catatan

Mentor

Paraf

Mentor

^ Tahapan Kegiatan;
^ Output kegiatan terhadap

pemecaha isu;
^ Keterkaitan Substansi Mata

pelatihan:
^ Konthbusi Terhadap Visi-

Misi Organisasi:
^ Penguatan Nilai Organisasi;



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama

NIP

Unit Kerja
Jabatan

Isu

Gagasan

<egiatan

Vinita Pratijivanant[

199608102020122002

Sub Bagian Program dan Produksi Televisi

Jurnalis

,Qp.ti.rp^Ji?asiJrnplerperit3si.F?rQ§9^yr.f?9P9erjaan Naskah Warta Parlementaria.
.1Membuat format.penujisan naskah WP.

Membuat aliir pengerjaan nasl<ah'Wf^!
3. Penunjukkan satuan kerja tambahan sebagai penanggung jawab WP.

Spsialisasi dan Impjementasj prqsedur pengerjaan naskah Warta Parlementaria

Penyelesaian Kegiatan Catatan

Coaching

Waktu dan

Media

Coaching
^ Tahapan Kegiatan;
^ Output kegiatan terhadap

pemecaha isu;
^ Keterkaitan Substansi Mata

pelatihan;
^ Kontribusi Terhadap Visi-

Misi Organisasi;
^ Penguatan Nilai Organisasi;

09/ 2/

w

<egiatan 4 i Evaluasi implementasipengerjaan naskah WartaParlementariadan penulisan laporan

Penyelesaian Kegiatan Catatan

Coaching

Waktu dan

Media

Coaching
^ Tahapan Kegiatan;
^ Output kegiatan terhadap

pemecaha isu;
^ Keterkaitan Substansi Mata

pelatihan;
^ Kontribusi Terhadap Visi-

Misi Organisasi;
^ Penguatan Nilai Organisasi;

LijojuiN/n



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama

NIP

Unit Kerja
Jabatan

Isu

Gagasan

<egiatan 1

juVnalis
Pwgcfjoop NoJKGh \Noi*CiNWP(anci

(jM^mbuol V*IP- 2)(V^«nnbu&v o\ur p«nyf<juon
Oaj'k'dh WP.' i) ptWojoh'«un']6ti<ff p^nonggunj jawob wP.

Penyelesaian Kegiatan Catatan
Coaching

Waktu dan

Media

Coaching
V Tahapan Kegiatan;
^ Output kegiatan terhadap

pemecaha isu;
^ Keterkaitan Substansi Mata

pelatihan;
^ Kontribusi Terhadap Vlsi-

Misi Organisasi;
^ Penguatan Niiai Organisasi;

Can oofw^
/Ti ; W.CC

~Wc; ^ Vlate

w

Penyelesaian Kegiatan Catatan

Coaching

Waktu dan

Media

Coaching
^ Tahapan Kegiatan;
^ Output kegiatan terhadap

pemecaha isu;
^ Keterkaitan Substansi Mata

pelatihan;
^ Kontribusi Terhadap Visi-

Misi Organisasi;
^ Penguatan Nilai Organisasi;
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LAMPIRAN 2

1. Pelaksanaan kegiatan Ke-1

a. Format Penulisan Naskah Warta Parfementaria

LAMPIRAN I

WftWTA rftm FMfHTAWA

QKMtMa

SCOMtN 1

N&WS1 I'tAMAREPOKTER) WPfMNOOALTMfMIOlNO (URUTANfNMMI

JUOUL: (JIMNN.HASRAiq

flUAO NASKAN Ml«1Mr

VT:

laAOANKRrTA}

SB: (NAMA NAJUSUMBQ
MABATAN] KOMISipomNOIMVOraWtPMnMKUnqriSillGKAIMllMMOAng

NEWS 2 ISAMA KtPOHTER) •WP (TANOOAL TAVANGI NO [UKUTAN TAY/MG)

JUOUL: (JUDU. NASKAiq

/AJEAONASKAH BCfVTAr/j

VT.

(•AOAN BEMTA]

SB: {NAMA MOIHIUMimi

IMBAIAN] KOMUl INOIIM ifOlMII OPR nr (NUtMKUnqr IMNeKMM IIMM DAraj

SEWS 3 ISAMA REPORTEfJ] WP fTAMCCAL TAr/^SO) NO fURUTAN TAYANC;

JUOUL: (JUOW.NASKAiq

MXAO NASKAH BEIOIAtf

Vt

{BAOANBCRITA]

SB: (NAMA NAftASUM8£Ri

Mabatani kowisi [nchkm KOMisq OPR M imnrAi raurvq/ ismokatan nama oapiu

NEWS 4 INAMA REPORTER) WP [TAWCGAl. TAYANOJ NO [UflUTAN lAMHfi)

JUOUL lJUDUL NASKAiq

/iUAO NASKAH BCWTM

VT:

(BAOAN BCmrAI

SB. (NAMA NAItASUIWeRI
(MSATAN] K0MI9I (NOMCM KOIMI] OPR HU (MRTAI POUTIKy (SINSKATAN NAMA DAmg

SEOMEN 2

NEWS 5 iSAMA REPORTER] WPfTANOOAL TATAN^ NO (UftUTWTATANG;

JUOUL: (JUOUL NASKAIQ

ULEAD NASKAH BEIBIA//

VT;

{•AOAN BEWTA]

SB: (NAMANAJtASUMSCN]
(JABATAN) KOMISI [NOMOR KOMISI| DPR Rl' (PARTAI POUTmV [SiNCKArAN NAMA OAm.|
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NEWS® (NAMA RE PORTER]-WPrTAMOOALtMllillGI NO [URUTAN TAYANGj

JUDUL: IJUOUL NASKAH]

MJEAO MASKAN aEmnu/

VT

[BAOANMRtTA)

SB: (NAMA NARASUMBER]
IJABATAN) KOMISI (NOMOR KOMIStt DPR Rl/ [PARTAI POUTIKJ [SINOKATAN NAMA DAP1L|

SEWS 7 [SAMA REPORTER) • WP [TAMCGAL TAVASG) NO (URUTAN TAYANO]
JUDUL: (JUOULNASKAH]

NASKAH BEim//

VT;

iBADAN BERITAj

SB [NAMA NARASUMBERI
IJABATAN] KOMISI (NOMOR KOMISI| DPR Rl'(PARTAI POUTlKJi (StMGKATAN NAMA DAPILI

SEGMEN 2

SEWS 8 jSAMA REPORTER] -WP[TANOQAL TAYAttG| NO [UftUlAN TAYANG]

JUDUL: (JUDUL NASKAIQ

//LEAD NASKAH BERITA^/

VT

IBADAN BERITA]

SB [NAMA NARASUMBCiq

[JABATAN] KOMISI [WMIOR KOIiaqDPR RV EMItTM raUIIKirlatNOKATAN MAMA OAng

SEWSg [SAMA RE PORTEiq-WPtMNOOALtAVANOI NO [URUTAN TAYANG]

JUOUL: [JUDUL NA8KAIf|

//LEAD NASKAH BERITAr/

VT:

[BADAN BERITA]

SB: [NAMA NARASUWBCR)

(JABAIAN) KOMISI (NOim KOMflq DPR RV [MTAI POUTaqr I8M0KAIAM NAliA OAPRJ

SEWS 10 (NAMA REPORTER] - WP{TANCOAL TAYANO] NO [URUTAN TAYANG)

JUDUL [JUOUL NASKAH]

.'/LEAD NASKAH BERITA'/

VT

[BADAN BERITA}

SB: (NAMANARA9UMBCRJ

IJABAIANJ KOMISI 0IOIIOR KOIMq DPR RV [mUTAI POUmV [SMOKATAN MAHAIMPILI
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CONTOH PENGERJAAN NASKAH

NEWS 8: VINITA - WP 12 MARET NO. 1

JUDUL: KOMISI V DPR Rl DORONG KOORDINASI BASARNAS PUSAT DAN DAERAH

// KOMISI LIMA DPR Rl MENDORONG BASARNAS MENINGKATKAN KOORDINASI SELURUH JAJARANNYA/
DARI PUSAT HING6A KE DAERAH/ GUNA MEMBANGUN SINERGI PERCEPATAN PENANGANAN

BENCANA//

VT:

// DITEMUl 01 GEDUNG NUSANTARA II DPR Rl/ USAI MENGHADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT ATAU RDP
DENGAN KEPALA BMKG DAN KEPALA BASARNAS/ ANGGOTA KOMISI V DPR SUDEWO MENGATAKAN/
KOORDINASI ANTARA BASARNAS PUSAT DAN BASARNAS Dl DAERAH PERLU DtTINGKATKAN//
MENURUTNYA/ KOORDINASI TERSEBUT DIPERLUKAN AGAR UPAYA PENANGANAN TANGGAP DARURAT
BENCANA BISA DILAKUKAN SECARA EFEKTIF/ GUNA MEMINIMALISIR KORBAN JIWA// KOORDINASI JUGA
DIPERLUKAN DALAM RANGKA/ MENINGKATKAN AKSI CEPAT TANGGAP TERHADAP BENCANA/ KHUSUSNYA
TERKAIT PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA//
SB: SUDEWO

ANGGOTA KOMISI V DPR Rl/ F-PGERINDRA/ JATENG III
SB: SRI RAHAYU

ANGGOTA KOMISI V DPR Rl/ F-PDIP/ JATIM VI



CATATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Berjumlah 8 sampai 10 naskah berita.
a. Jika berita yang siap tayang pada rapat redaksi berjumlah kurang dari 7 berita maka

produksi Warta Parlementaria kan diallhkan dl hari selanjutnya agar memenuhi durasi
berita (30 menit)

Penulisan Partai Politik harus diawaii dengan Fraksi. Contoh: F-PGERiNDRA.
Penutisan Dapil harus disingkat dan menggunakan romawi. Contoh: JABAR I, DKI JAKARTA I,
SUMUTII.

Penulisan Narasumber tanoa eeiar KECUALI Ketua^R.

Penulisan Jabatan harus sesuai. Contoh: Ketua, Wakil Ketua, Anggota.
Jika naskah berita membahas tentang AKD tertentu, maka jabatan yang dituliskan adalah jabatan
di AKD BUKAN Komisi. Contoh: Ketua Baleg, Ketua BKSAP.
Penulisan Nomor komisi harus menggunakan angka romawi. Contoh: Komisi I, Komisi V, Komisi
VIII.

8. Singkatan Partai Politik

a. F-PDIP = Fraksi Partai

b. F-PG = Fraksi Partai

c. F-PGERINDRA = Fraksi Partai

d. F-PKS = Fraksi Partai

e. F-PAN = Fraksi Partai

f. F-PD = Fraksi Partai

g- F-PPP = Fraksi Partai

h. F-PNASDEM = Fraksi Partai

i. F-PKB = Fraksi Partai



d. Laporan singkat kegiatan Ke-1

Uporan Sfenglbil AktuirtiMSl KHnogu Kt-1

Nwni : >nnltt Pratljivmanti
NIP ; 199«0ai02020122002

Unit Kar|a : Sub Pro^am ctan ProdukiM Talavlal
tsu ; OpClmalisaftl bi^toirmMasl PrtM«^ Pangarjaan NMkah Wartt

Parfarnamarta.

Oagaaan : 1 Mambuat format panuHaan naciiat) WP.
2. Mambuat alur pangarjaan naakah WP.

3. Pami^kan aatuan tarolMrtiMi aabag^M panan^pims |nrab WP.

1. MaWiufcm koordlnaal dangan Kaautog dan Mtnter tortcaM lau taiplMh dan
palafcunam aliluiliaaai.

Patfa peUricsanatNi tui^tan peftaim. saya mei^uAan fcoorcM^ dengui
Kaatrfaag Pro^am dan ProduluN Televisi tencang rwtcangan iomM pefH*^ naaliah
Warta Partenwtt^ta Terdapat baberapa masukan o4«h Kasubag manganai formal
penUtsan yartu dangan mambenkan catatan secara detad manganai cara penutean.
Saran lersebut teiah saya tubskan pada lampiran 3 yartg barision lanlang
kelen^ian-katentu»n penulisan nasKah Adi^pun KoorAimi deng^ Mantor
membtf>as tentang pfogre« ke^^i^ yang suc^ saya iarimka^ Menlor mereHamUt^
saran bahwa karena adanya ke^arbalasan waMu maka harus ada baber^ ka^^atan
)^M>g dik»f)afcan sacara barsamaan M^ingga saya mengaq^can rancang^ format
pmutean naak^ bwsamaan dengan koordmsi awal bersama Mar«K. lyiantor
mambankan msuri^an untuk n^mbuai format sec^ )eias dan mambarMcan petunjuk

yang ha^ divtfuih pacUi p^u!««^ nas)^ Hal tatah sa^ tidiskan
pada fampran 1 ttengan men-rijef^n highii^ kurung sebagat bagian yang Karus
dHJbah Bardasarkan koordH^asi dangan Kasubag dan Mentor untuk pataksanaan
aktutfisaai kagiatan \ dan ka^atan 2 yaitu ^taiisasi fonmat naskah (aiab cAtaiankan
dengan baik

2. Konaultaal dan dtikust dangan rafcan l^a tarfcatt format naakah Warta
Parlamantaria.

Pada pataksanaan aktuai<sasi i^^atan partama. saya matakiAan konsrftasi dan
bersama dengwi rekan ker^i uituk m«n^»^s draf k«mat paniAsi^ naakah.

Terdi^wt beb«^ masuk»i yang dibenkan yartu mirwnai 6 naskah '^mg harus
d^i^an yang bcKti^an agar merK8pa< durasi waktu setama 30 menit Jika berffa
yang d^wsiHuvi kuang dan 7 bertta maka akan tapping di hari seianiutnya lt4as4Aan
tar^ebut taiah di&^tskan pada tampiran 3 po*i 1A untuk menganbsipasi aftaoaa berrta
yang dtftasiikan kuri^ dan 7 b^ta Bardastvkan hasil dtskusi tarsabuL saya merua
tert>«Thi mef>9ervaa parxMaan tormai rvask^ seta>gga dapai segera me<akukan
ftnaiiasi naskah ba^asaifcan nwaAarwnasukan tarsabut
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2. Pelaksanaan kegiatan Ke-2

a. Prosedur Pengerjaan Naskah Warta Parlementaria

PROSEDUR PENGERJAAN NASKAH WARTA PARLEMENTARIA

EMor nMli^

nwngrvniLAn

JAM mi0

pvrubort^n MM

maka «(Mor

njrut

mengiM form
pvrvitaahan

Penangg^
riAiiiaii

WPfTwmbuai
r—:>

CabMan

Y Bar)utM^ ^lObama
7 ittiamMm pmgtctktn
ludul r>ar»aunibar AKO

Dapit dari Patlaf PoMik
3 Benta diuru(k«i

<3ar iMua yang paArq
Tartm

4 U«taiiiAan pan9«c«Mn
torm pafUtahan

Pcnaoggung

msngtrvMun

nMU^ kopada

Pioqnwn

Caiataf^

Naskah (34irKnfcan

pafcng ian<Mt lam

9 a han tayario

Program
meMiAan

Mppw>g Warta

Partarr»f4ana

Taam Ardofc
manyngatl

tacwng

OC f\m»

tayan^ akttt
pafWigyung ProewEdrtwig

Catalan

^ Mangoabiingkan La«d
banta dangar VT tiarta
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
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Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi

Bavu Setiadi. S.IP

NIP. 197903262005021002
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NARASUMBER 2

SETELAH REVISI

HtWn ¥.ow^^^ \
nyft UU fpf

mm -
[^rtJtvjcyv jV

Vmiia l^facurt'̂ g Anaacr
K^MCr\<Pritn 1^ lA

H«bibt
pp(ft^ ?non

Tanggal Tayang : I 0 ufv'

NAMA

EDITOR

NAMA

REPORTER

JUDUL

SEBELUM

REVISI

JUDUL

SETELAH

REVISI

KETERANGAN
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REPORTER

A\a

KVw'

Tanggal Tayang

FORM REVISI

NASKAH WARTA PARLEMENTARIA
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c. Rekapitulasi kesalahan penulisan Warta Parlementaria bulan Maret

WARTA PARLEMENTARIA MAf^T 2021

HO TANGGAL FILE JUOUL BERITA STATUS KETERANGAN

04.'02''2021 PULL SEGMSNYT WAiRTA PAJ?LEM£N^AR!A? WP - RA^AT KOORDlNAS*

8A0AN KEAHLIAN DPR Ri OENGA.N PERGURUAN TINGGI

SE-(NDC>iESA 1

TUN DA TA>'ANG TUNDA TAYANG KARENA SALAH PENULISAN NAAIA

INOSENSII/S SAMSUL

2

:

ia'03'2021 FULL SEGMEN YT WAR'A PARLEMENTARIA! WP -TIM PEMANTAU EVALUASI
PENCAPAIAN OTONOMi KHUSOS PARJA A WP - SlNERGl

PEMERiNTAH i^UK GERAKAH i.lTEPJi.S; DESA j

TUNOA TAYANG TUNOA TAYANG KARENA TlDAK ADA JUDUL Dl TEMPLATE

PERTAMA DAN PBCMPATAN TEMPLATE TIDAH; SESUAl

NARASUi^ER

3 12'03-'2021 FUaSEGMEN 11032021 WAR-A PARLEMEVTARiA( WP - KETUA. DPR BUKA
PAVERAN =OTO KAUKUS PEREMPUAN PARLEMEN i

TUNOA TAYANG TUNOA TAYANG. ADA Kl^NG DAN PENULISAN GELAR

PENDIOIKAN DAN BLANK 01 HABIS SEGfcEN PENUTUP

•4 1«'*03i2021 FULL SEGMEN YT WARTA PARLEMENTARiA{ WP - DUKUNG PENlNGKATAN
PENANGANAN KORUPSl i

TUNOA TAYANG TUNDA TAYANG KARENA KESALWHAN PENULISAN

SEHARUSNYA KOMISI 01 TUUS(KOMtSIN>{ DITD^PLATE NAMA
ANGGOTA DPR Rl i

6 24'03'2021 FULL SEGMEN YT 24 03

2021

WARTA PARLEMENTARIA-; WP - PUSAT PENELlTlAN

BAOAN KEAHLIAN DPR R( GAU MASUKAN RUU PKS ')

TWDA TAYANG TUNDA TAYANG KARENA KVRMtG Rl

e 30''<»2021 FULLS€GMENYT30 03

2021

mRTA PARLEMENTARIA ( WP - JANGAN ADA [XJLU
WACA'^ SERTIPIKAT VAKSIN JADi OWUMEN

PERJALA-HAN (

TUNDA TAYANG TUNDA TAYANG KARENA ^DUL TEMPLATE TfOAK SESUAJ

NASKAH

7 04,T33.-2021 FULL SEGMEN YT REV WARTA PARLEMENTARIA (WP - RAPAT KCX)RD*NASf BK
DPR RI DENGAN PER<^RUAN TiNGGi SE-lNDONESlA)

TUNDA TAYANG TUNOA TAYANG KARENA SALAH P£NL«JSAJJ JABATAN

(KEPADA). YANG 3£NAR i^PALA

8 15i^'2021 FULL SEGMEN YT -

15032021 REW

WARTA PARLEMDfTARJA (WP • TIM PEMANTAU EVALUASI

F^CAPAtAN OTONOMi KHUSUS PAPJA)

TUNOA TAYANG TUNOA TAYANG KARENA BERrTA TERAKHIR SALAH JUtXJL

9 25fl»?2021 FULL SEG MEN YT

25032021

WARTA PARLEMefTARiA (Vff - PERAN AXTlF F^UDA Dl

MASA PANDEVI COVDi 10 D.PERLUWAN & 'WP - TOOGRAM

PTSL Di JATENG MASlH HADAPl KENDALA

TUNDA TAYANG TUNDA TAYANG KARENA SALAH PENULISAN JUOUL (COVOi).
Y/^^NG BENAR COViD & NAMA BEiAKANG NARASUMBER

KURANG HURUF H (ROHATSNINGSti

10 10^3^021 FULL SEGMEN "»T

15032021

WAJ?-A PARLEMENTARIA (WP • DUKUNG PENINGKATAN

PENANGANAN KORJPSi)

TUNDA TAY>WG TUNDA TAYANG KARENA SALAH PENUUSAN HURUF KOMtSI

Dl NARASUIktBER (KOMlSIN'.

* KETERANGAN: total 10 WP
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c. Rekapitulasi kesalahan penulisan Warta Parlementaria bulan April

PARLEMENTARIA APRIL 2021

i NO TAN6GAL FILE JUDUL BERITA STATUS KETERANGAN

1

1

09/04/2021 FULL SEGMEN yT(WP - KOMISi II DPR Ri

APRESiASI KESUKSESAN PEMfLU 01

KALIMANTAN TIMUR)

FULL SEGMEN TAKE DOWN REVISl KARENA TEMPLATE TIDAK SESUAI

NASKAH(TEMPLATE NAMA ANGGOTA NYA)

i5 14/04/2021 FULL SEGMEN 14042021 YT WARTA PARLEMENTARIA (WP -

TINGKAT PENYELESAiAN JASAR

ATAS REKOMENDASi SPK LEBIH

DITINGKATKAN)

TUNDA TAYANG TUNCM TAYANG KARENA SALAH TEMPLATE NAMA

NARASUM6ER KEDUA

2 19/04/2021 FULLSEGMEN YT (WP • DPR DESAK JOKOWl

KELUARKAN PERPRES SOAL BRtN OAN )

FULL SEGMEN TUNDA TAYANG TUNDA TAYANG KARENA NARSUMSER TlDAK SESUAI

NASKAH DAN JUDUL SERITA SALAH

6 22/04/2021 SEGMEN full for youtube WARTA PARLEMENTARIA (WP -

BURTTINJAU PEtAYANAM

JAMKESTAMA)

TUNDA TAYANG TUNDA TAYANG KARENA SEMUA NARASUM8ER

SALAH FRAKSI

3 27/04/2021 FUa SEGMEN YT 27042021 FULL SEGMEN TUNDA TAYANG TUNDA TAYANG KARENA KESALAHAN TEMPLATE

NAMA ANGGOTA DPRI SEHARUSNYA KALTENG 01

TULIS KAL£NG(ini videonya yan£ s!h sdah tdak ad)

4 29/04/2021 FULL SEGMEN YT 29042021 FULL SEGMEN TAKE DOWN REViSl KARENA SALAH PENULISAN DS TEMPLATE

tf KETERANGAN : Total 6 WP
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d. Laporan kesaiahan Judui atau narasumber dari tim editor video atau admin
upload sebelum adanya form revisi naskah.

>ENC«

Ni juga salah nama narsum, bu riezki aprilia
ditulis renny astuti

Mas Fityan

SAMPAH SECARA MAKSIMAL DAN HARUS 01 BANTU OEL

KEMEhH'ERIAN TERKAIT // NAMUN RIEZKY JUG

MENEKANKAN KEPADA MASYARAKAT AGAR IKU

BERKONTRieUSI OAIAM MENYELESAIKA

PERMASALAHAN SAMPAH //

SB: RIEZKY APRIUA

AN6G0TA KOMISIIV OPR Rl/ F POIP / SUMSELI
TC: 00:00-00 20 (00327)

Oukung terus supaya karena TPAnya ini juga sudah tida
bisa menampung secara maksimaltagjnah ol«h karena it
katanya ada pengembangan, pengembangannya diman
nah kita liat, jangan sampe bicara dikembangkan tapi tida
dilaksanakan kan begitu tapi kita butuh fcontribu
masyarakat Jt^a untuk bekerja secara stlmultan denga

Nih naskah asiinya bang
©

Mbdk Nukie Redaksi

• For •.

WARTA PARLEMEN - OPTIMALKAN PERPUSTAKAAN

DIGITAL

youlu.bfl

https://voutu.be/vb4BNWLsvws

Ada kesalaiian nama di narsum pertama
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e. Perubahan sebelutn dan sesudah pelaksanaan proyek aktualisasi prosedur
pengerjaan naskah Warta Parlementaria.

- Tayangan warta parlementaria sebelum proyek aktualisasi

N BK DPP

MEMBANGUM GENERASl WRAUSAHAMAN VANG AKUNTABEt

RAPAT REDAKSI 29 APRIL TAYANG 03 MEI 2021

1. PROKES CALON JAMAAH HAJI DtPERKFTAT (80NDAN): TVR PARLEMEN (CITRA)

2. BANSOS PIA 01 RJA KALIBATA (HD) : TVR PARLEMEN

3. KELANCARAN INTERNET PON XX DlPAPUA (ANGGUN); TVR PARLEMEN

4 KOMISI I KRIIlSI WAlANA DIGI MLISASI JAR NGAN 1'AKl f V LN irAIA

S MtMOANGUN GCNCRASi WRAUSAflAWAN (RAr>;GGA)

6. STOK BERAS IMPORT DUUAL (HI/KI) TVR PARK Mf N

7. PENYUSUNAN RUU PENGADILAN TINGGI (FITYAN): TVR PARLEMEN (NUKIE)

8. PEMBENAHAN SARPRAS INOUSTRI PERIICANAN (BONDAN): TVR PARLEMEN

9. KOMISI IX KE KALTARA 2 (TEGUH): TVR PARLEMEN

83



Tayangan warta parlementaria setelah proyek aktualisasi

PARLEMENTARIA
LONJAKAN KASUS COVlD-19 HARUS OIEVALUASI

// KOMISI SfMBILAN DPR Rl MENGKRITISI/ LONJAKAN KASUS C0V1D-19 PASCA UBUR lEBARAN
DISEBABKAN OLtH LEMAHNYA IMPLEMENTASI KEBUAKAN lARANGAN MUOIK YANG OJSEBABKAN
BURUKNVA KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DANDAERAH//

VT;

U ANGGOTA KOMIS) SEMBILAN DPR Rt NETTY PRASfTIYANI MENYOROTI TERJADINYA LONJAKAN
KASUS COVID X9 Dl BERBAGAI DAERAH 01 INDONESIA PASCA UBUR IDUL fITRI// NETTY MENILAI/
LONJAKAN KASUS COVID 19 DISEBABKAN KARENA/ LEMAHNYA IMPLEMENTASI REGULASI
PEMERINTAH OALAM MEMBATASI RUANG GERAK MASYARAKAT// DALAM HAL INI NETTY
MENGATAKAN/ PEMERINTAH PERLU MELAKUKAN EVAIUASI TERHADAP REGUIASI YANG DIBUAT
SERTA MELAKUKAN LANGKAH LANGKAH KOORPINATIF ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN
PEMERINTAH DAERAH//

SB: NETTY PRASETIYANI

ANGGOTA KOMISI IX DPR Rl / P.PKS/ JAftAR VIII
SB: RAHMAD HANDOYO

ANGGOTAKOMISI IX DPR Rl / F^P/ JATENGV
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PARLEMENTARIA

WARTA PARlEM£NTARiA

OPENING

SEGMEN 1

NEW^ 1: ACil • U/PA lUNi NO ft

JUOUL : BELANJA ALUrilM Ri> i RENC^NA
J

// ANGGOTA KOMISI SATU/ YAN PERMENAS MANDENAS MENGATAKAN/ BELANJA ALUTSISTA INI
MASIH DALAM TAHAP WACANA/ DAN PROSES PERENCANAAN/ TIDAK SEHARUSNYA ISU INI HARUS
MENJAD! KONSUMSI PUBLIK/ SEHARUSNYA 5ETELAH SUDAH MASUK DALAM DOKUMEN
PERENCANAAN/ BARU RENCANA INI BISA DIBICARAKAN/ MENURUT YAN/ MENTERI PERTAHANAN
PUNYA WIN WIN SOIUTION UNTUK BAGAIMANA MENCARI ANGGARAN DAN TENTUNYA HARUS
MENDAPATKAN PERSETUJUAN PRESIDEN//

// SEIANJUTNYA / YAN PERMENAS AKAN MENDUKUNG PENUH TERHADAP RENCANA MODERNISASI
ALUTSISrA/ DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA/ HAMPIR SELURUH
ALUTSISTA YANG ADA SAAT INI/ SUDAH TIDAK MENDUKUNG//
SB ; YAN PERMENAS MANDENAS

ANGGOTA KOMISI i DPR Rl/ F-PGERtNDRA/ PAPUA
SB : YAN PERMENAS MANDENAS

ANGGOTA KOMISI I DPR Rl/ F-PGERINORA/ PAPUA
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